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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fermasalahan sengketa antar negara nampaknya
tidak akan pernah selesai dalam kehidupan bangsa-
bangsa di dunia ini. Pertentangan-pertentangan vang
terjadi di berbagai kawasan dunia dewasa ini
kenyataan yang obyektif membenarkan permasalahannya,
yang ternyata kemudian telah menyikap tidak hanya
banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja
dilakukan terhadap aturan - aturan hukum interna-
éinnal, khususnya hukum perang, konvensi jenewa
mengenai bantuan terhadap tawanan perang. (Sadruddin
Aga Khan, 1987 : 25) Bahkan lebih dari itu perang
di sini tidak dapat di banta lagi telah memporak
porandakan segala—-galanya bagil umat manusia.

Fakta-fakta sejarah mengenai perang, baik
perang dunia pertama maupun perang dunia kedua tidak
mampu sepenubnya memberi pelajaran untuk membendung
semakin meluasnya konflik-konflik, mulai dari
konflik vang berskala internasional. Akibat dari
pertikaian—-pertikaian tersdbut telah banyak menghan-—
curkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan semua negara

menyadari bahwa kemauan teknologi perang yang




2

)
canggih, berupa senjata-senjata pemusnah yang selalu

berbicara dan diandalkan dalam setiap terjadinya
sengketa, semakin menunjukkan daya penghancur yang
berlipat ganda.

Ferjalanan sejarah telah menunjukkan adanya
usaha-usaha mewujudkan perdamaian, baik itu
individu-individu maupun oleh lembaga internasional.
Yang mana badan dunia yang dianggap paling refresen-—
tif dan efektif dalam menanggulangi berbagai ancaman
terhadap perdamaian dunia, tahun 1920 misalnya,
telah dibentuk suatu organisasi internasional yang
kemudian dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa
(LBB). Kesadaran ini muncul dari suatu latar
belakang pemikiran bahwa pecahnya perang dan ataupun
ancaman perang hanyalah dapat ditanggulangi melalui
mekanisme kontrol dari suatu organisasi inter—
nasional.

Dalam perjalanannya ternyata Liga Bangsa-
Bangsa ini tidak dapat memenuhi tuntutan perdamaian
yang ditugaskan kepadanya, dan yang dibutuhkan pada
saat itu yakni dengan tidak dapat dibendung pecahnya
perang dunia II. Sehingga organisasi tersebut
praktis dianggap gagal menjalankan misi yang

diembannya.




Walaupun demikian, keinginan masyarakat
dunia untuk menciptakan perdamaian dunia dan suasana
internasional vang tertib dan damai, tidak hanya
terhenti sampai disitu saja akan tetapi keinginan
ini berlanjut terus dengan dibentuknya organisasi
internasional yang baru, vakni Ferserikatan Bangsa-—
Bangsa (FBB), vang dalan banyak hal dianggap sebagai
pasca aspirasi dari pembentukan LBB vyang gagal.
Sudah barang tentu pembentukan FPBE ini bukanlah
hanya sekedar forum penyelesaian sengketa perang,
berbagai kemungkinan gangguan-—gangguan yang mengan—
cam keamanan dan perdamaian internasional, termasuk
di dalam hal ini pecahnya perang dunia III. Tekad
ini nampak dengan jelas tercantum dalam piagam FBB,
dimana dalam mukaddimahnya secara terang
ditegaskan sebagai berikut :

M hesseee demi menyelamatkan generasi berikut
dari bahaya perang yang telah  terjadi dua
kali selama hidup kita, dan telah mengakibat-
kan pada suatu keadaan yang menakutkan dari
ummat didinia and .o

Selanjutnya untuk memelihara perdamaian dan

keamanan tersebut, dan lebih dipertegas dalam pasal
1 ayat 1, yakni menyangkut tujuan FBEB yang berbunyi
sebagai berikut :

"Mempertahankan keamanan dan perdamaian inter-
nasional sampai titik akhir. Secara bersama-—




"Mempertahankan keamanan dan perdamaian inter-—
nasional sampail titik akhir. Secara bersama-
sama menyelesaikan perselisihan-perseslisihan
yvang mungkin membahayakan perdamaian. Dan
semua tindakan yang dimaksud untuk perdamaian
dan sesuai denhga dasar dan keadilan dan
hukum internasional, bersepakat dan setuju
untuk menghilangkan pertengkaran inter-
nasional vang menggangu perdamaian®.

Namun yang terjadi belakang ini adalah
walaupun dalam kenyataanya perang dunia III belum
terjadi, akan tetapi dunia internasional tidak dapat
menutup mata akan kehadiran perang—-perang lokal
hampir di berbagai kawasan. Fergolakan di kawasan
teluk, bkemelut dibekas Uni Sovyet bersatu, perang
antar etnis di Yugoslavia, perang saudara di
Somalia, kemelut di Indocina serta masih banyak lagi
pergolakan yang aktual dewasa ini. Di antara kemelut
yang penulis sebutkan di atas, kemelut di Indocina
merupakan penyelesaian sengketa yang memakan waktu
yang cukup lama.

Gambaran dunia yang seperti itulah yang penuh
pergolakan mengisyaratkan betapa pentingnya suatu
usaha penyelesaian sengketa antarnegara. Fembahasan
pokok dari seluruh uraian skripsi ini penulis rumus-
kan dalam judul sebagai berikut :

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA DALAM

HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Indocina).




1.2 Batasan Masalah
Melihat luasnya ruang lingkup vyang akan
dibahas, maka masalah—-masalah vyang akan dibahas
lebih menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:
1.2.1 Sejauhmana pengaruh hukum internasional
dalam usahanya mewujudkan perdamaian dan
keamanan dalam pergaulan internasional.
1.2.2 Sejauhmana peranan Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa - Bangsa dalam usahanva merealisasikan
kelancaran wmekanisme penyelesaian sengketa

antar negara.

1.2 Tujuan dan Keguanaan FPenulisan
1.3.1 Tujuan Penulisan untuk :

- Mengumpulkan bahan=bahan dan data atau
keterangan yang seobyektif mungkin dalam
rangka menyelesaikan karya tulis yang
terakhir sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian sarjana lengkap pada Fakultas
Hukum Universitas "45" Ujung Pandang hukum
internasional.

- Agar dapat mengetahui secara lebih jelas
fungsi dan peranan PBB untuk menunijang

terwujudnya perdamaian dan keamanan dunia.




1.3.2 Kegunaan penulisan untuk @

- Memberikan pengetahuan/bacaan tambahan bagi
penulis wutamanya bagi mahasiswa yang ingin
belajar dan mengatahui mekanisme sengketa

antarnegara.

1.4 Metode Fenelitian
Adapun data yang diperlukan dalam penulisan

ini diperoleh dengan cara :

1.4.1 Penelitian kepustakaan (Library Research)
Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui
kepustakaan dengan cara membaca dan
mempelajari serta menganalisa buku-buku dan
literatur, tulisan, pendapat dan laporan yang
relevan dengan obyek penelitian yang gunanya
adalah untuk mendapatkan landasan teoritis
dari penulisan skripsi ini.

1.5 Sistimatika Pembahasan
Sistimatika pembahasan yang akan dipaparkan

dalam penulisan adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Di mana dalamnya dibahas tentang @

1.1 Latar belakang masalah yaitu masalah—-masalah
yang diangkat sebagai bahana acuan dalam

penulisan skripsi ini.
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1.2 Batasan masalah yang membatasi masalah yang akan

dibahas sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.7 Tujuan dan kegunaan penulisan yaitu menunjukkan

tujuan dan kegunaan penulisan yang dapat

diperoleh melalui skripsi ini.

1.4 Sistimatika pembahasan yaitu menguraikan pokok

BAB II

bahasan bab per bab dan hubungan antar bab serta

bab-bab sebelumnya.

: PENGERTIAN, DAN HAKEKAT SENGKETA ANTARNEGARA

2.1 Sifat dan ruang lingkup dalam bab ini dibahas

tentang aspek-aspek yang menjadi sasaran
pembahasan serta sifat dari sengketa

antarnegara.

2.2 Latar belakang dari terjadinya sengketa

antarnegara dalam bab ini di bahas tentang

faktor-faktor terjadinya sengketa antarnegara.

2.3 Urgensi penyelesaian sengketa antarnegara dalam

bab ini dibahas bagaimana pentingnya penyelesain

sengketa antarnegara tersebut disesuaikan.

BAB III BENTUK-BENTUK PENYELESATAN ANTARNEGARA

3.1 Penyelesaian dengan cara damai pada bab ini

dibahas tentang penyelesaian sengketa baik

secara yuridis maupun politik.




3.2 Penyelesaian secara kekerasan pada bab ini
dibahas tentang penyelesaian akhir terhadap

suatu sengketa.

BAB IV : BEBERAPA PENDEKATAN DALAM FRAKTEK FENYELESAIAN
SENGKETA

4.1 Pendekatan bilateral yaitu dibahas tentang
penyelesian secar langsung antar kedua belah
pihak.

4.2 Pendekatan regional yaitu pembahasan yang
dilakukan dengan cara melihat persepsi masing-
masing pihak yang bersepgketa-

4.3 Pendekatan internasional yaitu dibahas tentang
penyelesaian ditingkat internasional sesuai

dengan prinsip-prinsi piagam FBB.

BAB V : PENUTUP
9.1 Kesimpulan yaitu dibahas tentang simpulan-—
simpulan dari uraian pada bab—bab sebelumnya.
5.2 Sasaran-sasaran pada bab ini dibahas tentang
saran yang sekiranya diperlukan.
Demikianlah sistimatika pembahasan dari hal—-hal yang

akan disajikan pada penulisan skripsi ini.




BAB 11

. PENGERTIAN DAN HAKIKAT SENGKETA ANTARNEGARA

Apabila diamati secara seksama maka sebenarnya
suatu sengketa antarnegara itu, merupakan produk
dari lingkungan internasional itu sendiri. Semakin
kompleksnya masalah yang menyangkut sengketa antar
negara seperti yang telah disinggung pada bab
pendahuluan di atas, baik yang menyangkut penyebab-
nya, bentuknya maupun kualitas dan kuantitasnya,
mengisyaratkan perlunya suatu batasan pengertian
yang khusus untuk itu.

Batasan pengertian ini penting artinya, bukan
hanya semata-mata untuk keperluan teoritis akan
tetapi Jjuga sangat membantu penanganan operasional
dari setiap sengketa antarnegara. Oleh karena itu
dengan adanya perumusan mengenai pengertian seperti
itulah dapat dideteksi sejauh mana suatu masalah
dapat dikategorikan sebagai sengketa antarnegara
utamanya yang  dapat mengancam keamanan dan
perdamaian internasional.

Mamun demikian, walaupun pemberian suatu
batasan penertian tentang sengketa antarnegara itu
terasia sifat tekhnis operasional (proseduril)
dari pada pendekatan-pendekatan yang bersifat

konsepsional (teoritis).
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Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa
dalam banyak hal, persepsi tentang = sengketa
antarnegara senantias dikaitkan dengan masalah-
masalah yang menyangkut keamanan dan perdamaian
internasional, dimana terdapat suatu keyakinan vang
membiarkan sengketa itu berlarut-larut berarti pula
membiarkan adanya ancaman terhadap keamanan dan
perdamaian internasional. Demikian pula sebaliknya,
usaha yang diarahkan untuk memelihara keamanan dan
perdamaian internasional berarti juga berusaha
mencega jangan sampai terjadi sengketa antarnegara.
Oleh karena itu dapat diartikan bahwa sengketa
antarnegara disatu pihak dan keamanan dan per-—
damaian internasional dilain pihak adalah dua
hal yang walaupun bertentangan secara diametral
namun tetap
berada dalam suatu konteks permasalahan.

Menurut ilmu-ilmu sosioclogi, sengketa adalah
suatu proses sosial dimana orang-perorangan atau
kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan
jalan menentang pihak-pihak lain/lawan dengan
ancaman dan/atau kekerasan. (Drs. Mud. Saleh Iman.

Bahan Kuliah Sosiologi)
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Dalam kerangka internasional maka sengketa
yang dimaksud sudah barang tentu adalah yang terjadi
antara suatu negara dengan negara yang lain,
walaupun tidak tertutup kemungkinan dapat terjsdi
juga antara individu disuatu pihak dengan negara
dilain pihak. Sebagai contoh seperti yang terjadi
pada kasus setelah perang dunia g dimana
negara—negara pemenang perang (sekutu) menuntut
pertanggung Jjawaban individual dari mereka-mereka
yang dianggap sebagai penjahat perang, pelaku
kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia
sebagaimana terbukti dari peradilan di Nurenberg dan
Tokyo. (Sri Setianingsih Suwardi SH, 1980 : 34)

Untuk selanjutnya sesuai dengan judul skripsi
ini maka pembahasannya ahanya akan dibatasi pada
segi-segi yang berkaitan dengan sengketa
antarnegara saja.

2.1 Sifat dan Ruang Lingkup

Menyadari akan kompleksnya ruang lingkup
persoalan menyangkut sengketa antarnegara, dan agar
dapat mempermudah usaha pendekatan ke arah pemahaman
masalahnva, penulis merasa perlu untuk
mengidentifikasi sifat-sifat dari pada sengketa

antarnegara tersebut atas dua pengertian pokok
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a. Bahwa Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas
operasionalnya wuwuntuk menangani suatu sengketa
antarnegara dalam rangka keamanan dan perdamaian
internasional, tidak boleh tergesa—gesa akan
tetapi harus menyelidiki terlebih dahulu sifat
dari pada sengketa tersebut, apakah sengketa
tersebut berbahaya atau tidak.

b. Bahwa dengan demikian maka dari hasil
penyelidikan IDewan Keamanan tersebut pada
akhirnya hanya akan dapat ditemukan dua dua sifat
dari pada sengketa antarnegara yakni : sengketa
antarnegara yang dapat dikategorikan “berbahaya"
dan sengketa yang "tidak berbahaya".

Namun suatu hal yang menjadi kekurangan dalam
hal pendelegasian wewenang kepada Dewan Keamanan PBBE
tersebut adalah sulitnya mengukur sejauh mana suatu
sengketa antarnegara itu dapat dikategorikan
berbahaya atau tidak, sehingga persoalannya pada
akhirnya akan tergantung sepenuhnya kepada penilaian
Dewan Keamanan PBB, dimana tertutup kemungkinan
punya kesan subyektif.

Isyarat-isyarat yang terkandung dalam pasal
>4 piagam FEB, tersebut juga didukung dan mempunyai
konotasi yang sama dengan ketentuan yang tercantum

pada pasal I9 piagam yang berbunyi sbb :
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"Dewan Keamanan akan memutuskan setiap
persoalan yang dapat mengancan perdamaian,
menentang perdamaian, atau tindakan

MENYErang.sscsssssss"

2.1.2 Pengertian Konsepsional
Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah : bahwa
sifat dari pada sengketa antarnegara pada
hakekatnya memang sudah diketahui berdasarkan
ukuran—ukurang teori yvang telah ada.

Dari segi ini maka sifat dari pada suatu

sengketa antarnegara dapat dikategorikan atas
Sengketa vyang bersifat hukum" dan "Sengketa vyang
bersifat politik".

Penjelasan dari dari DR. Ali Sastroamidiojo
SH mengenai hal ini adalah sebagai berikut :

"FPerselisihan hukum adalah perbedaan paham
tentang tuntukan vyang disandarkan atas
peraturan hukum internasional. Sedangkan
parselisihan politik adalah perselisihan yang
disebabkan karena pertentangan kepentingan
nasional antar negara-negara". (DR. Ali
Sostroamidjoio, : 174)

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa
dalam penanganan masalahnya, Ferserikatan
Bangsa—-Bangsa (FPBE) telah menempuh suatu mekanisme

‘ penyelesaian dimana sengketa-sengketa yang bersifat
I hukum akan diserahkan kepada Mahkamah Internasional
(Internasional Ccurt‘nf Justice). Sedangkan untuk
| sengketa-sengketa politik penyelesaianya didelegasi

‘ kan kepada Dewan Keamanan (Security Council).
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Dalam praktek kadang-kadang dijumpai dimana
spesialisasi penanganan sengketa vang bersifat hukum
dan sengketa yang bersifat politik cenderung semakin
tidak fungsional lagi. Tak jarang ditemui suatu
sengketa antarnegara yang pada dasarnya bersifat
"legal" namun dalam penyelesaiannya menempuh
langkah—-langkah vyang bersifat "politik". Ketika
Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Libya
pada tanggal 15 April 1984, pesawat-peszawat tempur
pembom Amerika Serikat jenis F-I1I11, F-14, A-4, A-7,
serta beberapa Jjenis pesawat lainnya, secara
nyata-nyata telah memasuki wilaya udara Libya,
(Harian Kompas, 16 April 1986) maka tindakan ini

adalah pelanggaran terhadap wilayah wdara Libya

sebagai Yurisdiksi nasionalnya. Akan tetapi
langkah-langkah yang diambil dalam rangka
penyelesaian masalahnya, nampak 1lebih bersifat

politis, Hal ini dapat dilihat seperti dengan
diajukannva sebuah resolusi oleh kima negara Non
Blok di Dewan keamanan (FBB) (Madagaskar, Kongo,
Trinidad dan Tobago, serta persatuan Emirat Arab)
Resolusi tersebut mengutuk mati-matian serangan
Amerika Serikat terhadap Libya yang kemudian diveto

oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan FBR
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(Amerika Serikat, Inggeris dan Prancis). Mekanisme
pen?e]esaian seperti ini jelas bukanlah pendekatan
yuridis akan tetapi di tempuh melalui jalur politik.

Masalaah keamana dan perdamaian internasional
merupakan masalah bersama, maka penyelesaiannya yang
bersifat kolektif. Dalam kaitan ini maka perlu kita
lihat masalah kelembagaan dalam struktur inter-
nasional, baik yang menyangkut instrumen—-instrumen
pelaksana maupun ketektuan-ketentuan hukumnya.

Masalah kelembagaan merupakan sub-sistem dari
keseluruhan mekanisme perwujudan keamanan dan
perdamaian internasional oleh sebab itu penyelesaian
sengketa antarnegara dapat mencakup juga bagian ini
bahkan pada tahap-tahap tertentu masalah kelembagaan
ini dapat mempengaruhi efektifitas_ penyelesaian
sengketa.

Setelah perang dunia kedua pendekatan kolektif
dalam menéngani masalah keamanan dan perdamaian
internasional ditandai dengan kehadiran Ferserikatan
Bangsa-Bangsa (FBB). Dalam lembaga ini pemeliharaan
keamanan dan perdamain intrernasional itu diandalkan
kepda berfungsinya Dewan Keamanan. Dan untuk itulah
dari 109 pasal ketenteuan-ketentuan dlam piagam FBB
mak kurang 1lebih seperdua dari jumlah tersebut

(sekitar 54 pasal) memuat ketentua—ketentuan yang
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berkaitan dengan peranan Dewan Keamanan PBB sekali-
gus merupakan isyarat bagi masyarakat interrnasional
bahwa masalah keamanan dan perdamaian internasional
adalah kebutuhan primer yang sangat mendesak dan tak
dapat dikesampingkan.

Ferincian dari pasal—-pasal yang mangatur
ketentuan—-ketentuan menyangkut peranan Dewan
Keamanan dalam Fiagam PBE terssbut dapat dilihat
sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini
Tabel, perician pasal-pasal dalam Fiagam FBB vyang

mengatur peranan Dewan Kesamanan.

BAE | PASAL JLH

11 | 4-5-6 | 3
111 | 10-11-12-18-20 &
v 23-24-25-26-26-27-28-29-30-31-32 10
VI 3I3-34-35-36-37-38 : 6

VII 39-40-41-42-43-44-45-456-47-48-49-50-51| 13

VIIT| S52-53-54 ‘ 3

X1 56 1

XII 83-84-85

XIV 93-94-95

XV 97-98-99

Al W] W]

XVII| 106-108-109
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Walaupun prinsip keanggotaan yang dianut dalam
oraganisasi FPerserikatan Bangsa-Bangsa (FPBB)
didasarkan atas asas persamaan kedaulatan bagi
masing-masing anggotanya (the principle of souverign
equality), mnamun dalam kenyataannya adalah tidak
demikian, oleh karena organisasi dunia yang sekarang
ini menjadi tumpuan harapan dari kurang lebih 160
negara sebagai anggotanya ini, juga turut memberikan
justifikasi terhadap kebenaran "the ruling class"
internasional di dalamnya.

Seperti telah dijelaskan d; atas masalah
pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional
dalam sistem PBE adalah didelegasikan kepada Dewan
Keamanan, maka dalam struktur Dewan Keamanan inilah
bercokol "tWe ruling class" Internasional itu. The
ruling class adalah suatu istilah yang menggambarkan
dimana dalam suatu komunikasi sosial terdapat
sekelompok penguasa yang sangat kuat.

Walaupun harus diakaui bahwa peranan kolektif
dari Dewan Keamanan PBB dilaksanakan bersama-sama
oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan tersebut hanya
9 negara yang dinyatakan sebagai anggota tetap dari
kel5 negara anggota (lihat pasal 23 Piagam PBB)

yaitu : Republik Rakyat Cina (RRC), Francis, Uni
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Sovyet, Inggris, dan Amerika Serikat vyang masing-
masing memiliki hak veto. Dan dari kelima negara
anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto
tersebut maka hanya Amerika Serikat dan Uni Sovyet
yang mempunyai peranan efektif itupun sewaktu
Uni Sovyet masih bersatu, sementara ketiga negara
lainnya masih bergelut dengan masalah—-masalah
domestik sebagai akibat perang sehingga praktis
hanya Amerika Serikat saja yang mengambil peran
tersebut. Yang pada waktu Pran:{s masih harus
menyembuhkan dirinya dari kesengsaraan sebagai
akibat pendudukan Nazi Jerman. Demikian pula halnya
dengan yang berantakan akibat perang. Pan terlebih
Cina yang dilanda perang saudara yang mengakibatkan
terusirnya kekuatan kaum nasionalis dan
dimantapkannya resim komunis di Peking. (Fuad Hasan,
198T PBagian II : 23) Dengan demikian maka prospek
keamanan dan perdamaian dunia untuk sementara berada
di bawah taktis antara Amerika Serikat dan Uni
Sovyet vang Justru memperlihatkan pertentangan
bilateral dimana gejal pembiasannya muncul hampir
diberbagai kawasan dunia.

Yang kemudian menarik dari pola konfrontasi

antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet pada waktu
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itu adalah adanya kecenderungan bahwa kedua kekuatan
tersebut segan menyelesaikan persoalan dibawah
mekanisme Perserikatan Bangsa—-Bangsa atau Dewan
Keamanannya. Dilain pihak FBB atau Dewan Keamanan
nya sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa Jjika
diperhadapkan kepada suatu keadaan yang nyata-nyata
dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia
sebagai akibat dari pertentangan dari kedua belah
pihak. Penyerbuan Uni Sovyet ke Hongaria dan
Chekoslowakia masing-masing pada tahun 1956 dan 1968
adalah beberapa contoh dari sekian banyak peristiwa
yang pernah terjadi, dimana Amerika Serikat sama
sekali tidak memberi peluang kepada PBB untuk ambil
bagian dalam menyelesaikan krisis tersebut. Kalaupun
pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa turut
terlibat dalam krisis ¥Kuba tersebut maka hal itu
hanya dapat dilakukan setelah. terjadinya krisis,
yakni dengan dibatalkannya maksud Uni Sovyet untuk
menempatkan rudal-rudalnya. (Fuad Hasan, 1983 Bagian
IT ¢ 23)

Masalah 1lain yang sering dihubungkan dengan
krisis sengketa antarnegara adalah eksistensi dari
pada aturan—aturan hukum Internasional itu sendiri.

Masalah ketentuan—-ketentuan hulkum
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Internasional memang harus diakui mempunyai
kelemahan—-kelemahan tersendiri (apabila dibandingkan
dengan sistem hukum nasional), dalam arti kata
setidak-tidaknya eksistensinya masih sering
menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi hal ini
tidaklah harus menjadi tumpuan kompensasi dari
kegagalan-kegagalan mencari modus operandi dalam
penyelessaian sengketa antarnegara. Oleh karena
bagaimanpun Jjuga usaha-usaha yang dilakukan untuk
memformulasi berbagai kepentingan dari masyarakat
Internasional dalam rangka membentuk aturan—-aturan
hukum untuk mengatur pergaulan masyarakat
Internasional namun kalau struktur dari badan
pelaksananya tidak menunjang usaha penerapannya maka
sumber—sumber konflik yang memang sSenantiasa ada,
pada gilirannya akan menyatakan dirinya dalam bentuk
ketegangan—ketegangan Internasional.

Baik PBE atau Dewan Keamanan serta aturan-

aturan Hukum Internasional. dalam kaitannnya dalam
masalah-masalah sengketa antarnegara adalah
merupakan problema kelembagaan yang serius. Dapat
dikatakan bahwa *© dengan indikasi ini sistem
internasional dalam penanganan keamanan dan
perdamaian internasional mengalami hambatan dis-

organisasi.
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Menurut hemat penulis alasan vyang paling
mendekati terjadinya dis-organisasi dalam sistem
Internasional tersebut tidak lagi mempunyai pilihan
lain selain harus melanjutkan pola interdependensi
global. Dalam kaitan inilah pendekatan kolektif
dalam menangani kfrisis/ sengketa antarnegara perlu
merubah orientasi dari dominasi kekuatan—-kekuatan
dunia (the ruling class international) ke arah vyang
lebih menjamin keadilan struktural. Tegasnya
pendekatan kolektif dalam suasana interdependensi
global seperti sekarang ini masih tetap diperlukan
hanya saja harus didukung oleh adanya political well
(kemauan palitik) dari setiap negara utamanya
negara-negara super power.

2.2 Latar Belakang Terjadinya Sengketa Antarnegara

Dalam pergaulan masyarakat Internasional
setiap bangsa dan negara tampil dengan prototipe
sendiri-sendiri sesuai dengan eksistensi keberadaan
masing-masing.

Eksistensi negara dalam hukum Internasional
biasanya diukur dengan faktor—-faktor seperti adanva
rakyat,'wilayah kedaulatan, adanya pemerintah, serta
kemampuan menyelenggarakan hubungan dengan negara-
negara lainnya (pasal 1 konvensi Montevideo 1933),
faktor-faktor mana kemudian memberikan landasan

konstruktif bagi suatu negara untuk diakui dan
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tampil dalam konteks pergaulan masyarakat

Internasional sebagai subyek hukum Internasional.

Dari waktu ke waktu kehadiran negara—-negara
nasional baru, dapat dikatan semakin banyak
sebagaimana yang nampak setelah perang dunia 11
sejalan dengan berakhirnya masa kolonialisasi.
Kehadiran negara-negara inipun sudah barang tentu
telah membawa perubahan-perubahan besar hampir di
semua segi dalam pergaulan masyarakat Internasional,
yang sekarang ini membentuk suasana ketergantungan
dalam skala global. Dan oleh karena setiap bangsa
dan negara ditengah-tengah pergaulan masyarakat
Internasional itu .masingﬂmasing mempunyai
kepentingan nasional, serta mempunyai pandangan—
pandangan kenegaraannya maka sebagai konsekuensi
logis dari pergaulan antarnegara akan bertemulah
berbagai kepentingan tersebut. Dalam kaitan ini
muncul beberapa kemungkinan antara lain : bisa saja
kepentingan—kepentingan itu berbeda, sejalan atau
sama dan bahkan saling bertentangan. Kemungkinan-—
kemungkinan dindilah wyang tak Jarang menimbulkan
krisis/konflik atau sengketa aritarnegara. (Lemhanas,
P.T. Bramedia Jakarta, 1280 : 215)

Jika sengketa negara merupakan kenyataan
Internasional sampai sekarang ini, maka terjadilah
sengketa tersebut setidak—-tidaknya melibatkan o

faktor penting yaitu :
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1. Adanya negara sebagail subyek hukum Internasional.
2. Adanva masalah, baik masalah vyang bersifat
kongkrit maupun abstrak sebagai obyek sengketa.

Z. Harus terdapat kepentingan masalah (obyek)

tersebut.
4. Adanya aktifitas wuntuk merealisir kepentingan
tarsebut.
5. Adanya reaksi dari negara-negara lain (pihak
lawan) atas aktifitas. (J.G.Starke, 1972 : 49)
Kelima faktor di atas bukanlah dimaksudkan
sebagai suatu sistematika akan tetapi merupakan
sebuah paket permasalahan yang apabila terformulasi
bisa melahirkan suétu sengketa antarnegara.
ad.1l. Negara adalah salah satu faktor penting dalam
kaitannya dengan terjadinya suatu sengketa
antarnegara, cleh karena sebagai subyek hukum
Internasional, negara mempunyai ruang lingkup
kegiatannya vyang tercermin pada hak—-hak dan
kewajibannya, dimana berdasarkan hak dan
kewajibannya itulah suatu negara bertindak,
hak-hak yang lazim dan mendasar dari negara
antara lain adalah : Kemerdekaan dan kesamaan

negara-negara (deindependen and equality of




28

sepsi munculnya suatu eta antarn
Negara 1
subye [~~~
l T :
W /',
Tidak ada Masalah (obyek) Ada kepentingan | 3
kepentingan (kebutuhan) {kebutuhan)
3 l
Tidak ada aktifitas Ada aktifitas | 4
: tindakan) {tindakan)
Tidak ada reaksi Ada reaksi
~~~~~~ >’
{perlawanan) {perlawanan)
|

| Tidak terjadi sengketa|e—— Sengketa antarnegara
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Dalam sejarah perkembangan hukum Internasional
khususnya dan sejarah ummat manusia pada umummnya,
belum pernah ada ditemukan suatu sengketa
antarnegara yang tidak berkesudahan. Dan apa bila
kenyataan historis ini diproyeksikan kedepan maka
tak seorang pun yang dapat menyangsikan bahwa suatu
sengketa antarnegara tidak mungkin akan berlangsung
untuk selama-lamanya. Ada suatu saat dimana suatu
sengketa yang terjadi akan mendapat penyelesaian.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa
tersebut bisa lahir dua kemungkinan yaitu : bisa
saja penyelesaian tersebut dapat menuntaskan
sengketa atau mungkin juga penyelesaian tersebut
hanya akan dapat dit?rima untuk sementara waktu
saja, dalam arti mungkin pihak-pihak yang
bersengketa belum merasa puas dengan hasil
penyelesaian. :

Kurun waktu setelah penyelesaian sengketa dimaksud,
dikenal dengan istilah akomodasi (Accomodation).

Isyarat—-isyarat penyelesaian sengketa

|
antarnegara dalam hukum internasional adalah
menggunakan prioritas dengan cara-cara damai. Oleh

sebab itu agar suatu penyelesaian sengketa bisa

efektif sesuai dengan hukum internasional maka
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efektif sesuai dengan hukum internasional maka
diperlukan suatu penyelesaian menyeluruh muli dari
pra kondisi sampai dengan periode akomodasi.

Dengan kata lain penanganan masalahnya bukan hanya
sampai pada tahapan terhentinya suatu sengketa akan
tetapi harus dilanjutkan dengan pengisian—penguisian
aktifitas pada masa akomodasi. Langkah 1ini adalah
salah satu alternatif dalam ranagka meciptakan
perdamaian menyeluruh. Sehubungan dengan inilah Fuad
Hasan menawarkan sehuﬁh paket penyelesaian sengketa
antar negara sebagai berikut :

a. "Upaya yang diarahkan untuk membuat
terwujudnya perdamain dengan jalan menjer
nihkan suatu situasi sengketa yang sedang
berlangsung (peaca-making). I

b. Upaya yvang diarahkan untuk melerai pihak-
pihak yang terlibat sengketa yang sedang
berlangsung dengan jalan menengahi pihak-
pihak yang terlibat (peace—keeping).

c. Upaya yanq diarahkan uwuntuk menciptakan
kondisi yang lebih menjamin makin terbina-
nya suasang damai antara pihak-puhak yang
baru mengakhiri situasi sengketa (the
termination of conflicht) atau antara
pihak—-puhak yang secara latent masih rawan

untuk bersengketa (peace—-building). (Fuad

30
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Hasan, 1983, Bagian II : 19)

Fada akhirnya perang dunia II Jepang menyerah
pada sekutu. Peristiwa ini diakhiri dengan penanda-
tanganan penyerahan d% atas geladak kapal "Missouri®"
maka pendekatan seperti ini dikenal dengan "peace-
making". Selanjutnya setelah peristiwa penandatanga-
nan penyerahan itu, sekutu menempatkan pasukannya di
Jepang, pendekatan seperti ini adalah bentuk "peace-
keeping". Begitu pula usaha-usaha vyang dilakukan
untuk mengukuhkan kon;titusi Jepang serta pembinaan
masyarakat jepang dikenal dengan pendekatan ‘“peace-
building. (Fuad Hasan, 1983, Bagian II : 20)

Penyelesaian sengketa antarnegara sampai
dengan tahapan aknmnd&si seperti yang telah diurai-
kan di atas adalah lebih menjamin terwujudnya
keamanan dan perdamaian internasional. Oleh karena
pengisian aktifitas—aktifitas dalam periode
akomodasi setidak*thdaknya akan dapat menekan
sumber—-sumber yang me&atarbelakangi timbulnya suatu
sengketa antarnegaraL Latar belakang terjadinya
sengketa antarnegara inipun nampaknya tidak
selamanya sama. Hal ini 1lebih dipengaruhi oleh
keadaan zaman itu sendiri.

Ketika ditandatangani perjanijiian perdamaian

"wets phalia" vang mengahiéi sengketa perang 30
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yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tersebut
adalah menyangkut agama (gereja). Oleh sebab itu
perang tersebut dikenal juga dengan sebutan perang
agama .

Beberapa abad kemudian (sekitar tahun 1815)
ketika kerajaan—kerajaan besar di Eropa mencoba
mengembalikan lagi kekuasaannya seperti sebelum
terjadinya revolusi Prancis yakni dengan pembentukan
suatu persekutuan suci (the holy alliance), vyang
terdiri dari Austria, Prusia dan Rusia, mereka
bermaksud memperkuat kekuasaannya di benua Amerika
akan tetapi ditentang oleh Amerika Serikat dengan
dikeluarkannya doktrin Monroe pada tahun 1823.

1. Benua Amerika tidak dapat dianggap sebagai

jajahan Eropa.

2. Amerika Serikat tidak akan ikut campur
dalam persoalan Eropa. Sebaliknya suatu
urusan dari negara-negara Eropa (perseku-—
tuan suci) dalam wurusan benua Amerika,
dianggap sebagai membahayakan keamanan
negara Amerika Serikat. (Sri Setianingsih,
1980 : 9)

Doktrin Monroe tersebut pada hakekatnya adalah

untuk membendung dan mempertahankan benua Amerika
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dari kekuasaan raja-raja Eropa pada saat itu. Penga-
laman—pengalaman sejarah tersebut memberikan gamba-
ran bahwa masalah-masalah seperti agama dan geografi
ternyata pernah menjadi latar belakang terjadinya
sengketa yang cukup serius.

Fada dekade-dekade setelah perang II, maka
periode akomodasi ditandai oleh ketegangan dalam
tiga faktor penting yakni :

1. Faktor ideologi
2. Faktor ekonomi, dan
3. politik

Dari ketiga faktor tersebut maka masalah
ideologi adalah sangat tidak menentu. Walaupun dalam
kenyataannya banyak pertentangan dan konflik yang
dilatarbelakang: oleh faktor ideologi ini namun
hubungan antara Amerika serikat, RRC dan Uni Sovyet
pada waktu itu adalah memerlukan penganalisaan
tersendiri. RRC vyang di dunia bukan hanya mempunyai
ideologi yang sama dengan Uni Sovyet (komunis
bersatu) akan tetapi sekaligus sebagai sekutunya,
ternyata kemudian menjadi bermusuhan bahkan kemudian
menjalin persahabatan dengan musuh nomor satunya,
Amerika Serikat. Dilain pihak Amerika Serikan mati-

matian membendung pengaruh komunis diberbagai
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kawasan dunia, vyaitu yang dikenal dengan politik
"Containment Policy", dan salah satu sasaran dari
pembendungan pengaruh komonis ini adalah RRC
sendiri. DR. Lie Tek Tieng membagi politik
pembendungan ini atas :
a. Containment Policy A

Menunjukkan politik barat yang dipimpin
Amerika Serikat setelah perang dunia 1II untuk
membendung komonis mulai dari eropa, melalui Timur
Tengah sampai ke Timur Jauh. Untuk itu Amerika
Serikat melancarkan Program Marshall Flan yang lebih
dikenal dengan "European Recovery" Program tahun
1948, disusul dengn berdirinya NATD 1949. Di Timur
Tengah Amerika Serikat mensponsori berdirinya
Baghdad FPact 1955 yang kemudian menjadi CENTO 1958.
Sedangkan Asia Tenggara Amerika Serikat mensponsori
berdirinya SEATO 1954.
b. Contanment Poliocy B :

Ditujukan kepada RRC yang dimulai dari Korea
Selatan, Jepang, Okinawa, Taiwan dan Philipina.
c. Containment Folicy C

Kalau pada Containment policy A dan B vyang
saling berhadapan adalah negara—-negara barat dan

negara-negara komonis maka pada Containment
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negara-negara komonis maka pada Containment

policy c, yang saling berhadapan adalah sesama negara
komonis yaitu RRC dan Uni Sovyet. (DR. Lie Tek

Tieng, 1977 : 27-34)

Dengan demikian pertentangan yang diakibatkan
oleh faktor ideologi, tidak hanya terjadi antara
satu ideologi dan idenologi lainnya, akan tetapi juga
dapat terjadi antara sesama ideologi. Pertentangan
antara RRC dan Uni Sovyet waktu itu misalnya, maka
salah satu penyebabnya adalah karena dilatar-
belakangi oleh perbedaan pandangan terhadap ideologi
Marxisme-Lenisme yang berawal sejak tahun 1050.
Femimpin Uni Sovyet Kruschev pada waktu itu
mengémukakan pandangannya bahwa perlu hidup
berdampingan dengan negara-negara yang menganut
ideologi kapitalis, terutama dengan Amerika Ser’ﬂnt
untuk mencegah jangan sampai terjadi perang -nuk‘*r.
Kemudian Uni Sovyet juga kekuatan dunia atas dua
kubu yaitu kubu kapitalis disatu pihak dan kubu
komunis dilain pihak.

Pandangan—pandangan Uni Sovyet jelas tidak
konsisten dengan ideologi marxisme—lenisme dimana
ideologi ini seperti diketahui tidak pernah mengakui

keunggulan ideologi lain, termasuk dalam hal ini
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berdampingan seperti vyang dikemukakan oleh Uni
Sovyet. Oleh sebab itu Uni Sovyet dipandang oleh RRC
sebagai tidak konsisten lagi atau telah menyimpang
dari prinsip ideologi antara RRC dan Uni Sovyet
dimana RRC dan Uni Sovyet ini kemudian tumpang
tindih dengan sengketa perbatasan antara keduanya
sehingga persoalannya semakin potensil untuk bisa
melahirkan perang dunia III. ~

Demikian perbedaan pandangan tentang ideologi
komunis antara RRC dan Uni Sovyet seperti yang telah
diuraikan di atas melahirkan pula perbedaan
pandangan yang prinsipil antara komunis RRC dan
komunis Vietnam diména hal ini tidak dapat disangkal
lagi telah turut menyebabkan berlarut-larutnya
sengketa antarnegara vyang terijadi di kawasan
Indocina. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa baik
Vietnam, RRC maupun Uni Sovyet adalah subyek-subyek
utama vyang terlibat dalam sengketa vyang berkepan-
jJangan ini.

Kecuali faktor ideologi maka faktor ekonomi
dan politik juga adalah segi—-segi yang sangat rawan

dan peka yang sering menimbulkan pertentangan atau

sengketa antarnegara.
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Dalam percaturan dunia internasional dewasa
ini sering masalah-masalah ekonomi didesain secara
bersama-sama dengan masalah-masalah politik dalam
suatu kerangka strategi yang sama. Perwujudan dari
strategi seperti sering muncul dalam ben tuk
sengketa-sengketa geopolitik-geostrategis tertentu
yang dalam hal ini dianggap menguntungkan uwuntuk
kepentingan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi serta
kepentingan strategi politik.

Menurut anggapan geopolitik, sejarah telah
membuktikan dimana bangsa-bangsa di dunia ini
cenderung untuk melakukan ekspansi demi kepentingan
ekonomi dan politik, bahkan untuk maksud tersebut
sering harus dilakukan dengan jalan penaklukan atau
dengan Jjalan kekerasan. Hal seperti ini bukan lagi
menjadi monopoli dari negara-negara yang mempunyai
kekuatan besar akan tetapi negara-negara yang
mempunyai kekuatan yang relatif sedang atau kecilpun
atas pertimbangan geopolitik-geostrategisnya
berusaha dalam kerangka yang 1lebih besar dengan
jalan mgngadakan aliansi-aliansi bersama kekuatan-—

kekuatan besar, atau dengan cara seperti dalam

bentuk kerja sama regional (regional cooperq§inn).
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Aktifitas negara—-negara yang mempunyai kemam—
puan dan kekuatan yang besar, yang dari m;Ea ke masa
senantiasa berkompetensi dan menarik negara lain
untuk masuk dalam wilayah pengaruhnya @baik vyang
dilakukan secara kompromi untuk beraliansi maupun
melaui cara-cara paksaan (intervensi), telah banyak
mengakibatkan pola-pola perlawanan antarnegara di
berbagai kawasan.

2.3 URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA
I -

Timbulnya suatu sengketa antarnegaﬁn mempunyai
implikasi yang sangat luas bukan hanya éagi pihak-
pihak yang bersengketa akan tetapi juga bagi negara-
negara vyang tidak terlibat dalam seng&eta secara
langsung, bahkan dalam batas-batas tertentu suatu
sengketa antarnegara akan berimplikas[ terhadap
kepentingan dunia internasional pada umumnya. Oleh
sebab itu adalah cukup beralasan kalLu sengketa
antar negara itu disebut juga dengan sengketa inter-
nasional.

Bagi negara-negara yang terlibat dalam suatu
persengketaan sudah barang tentu akin berusaha

semaksimal mungkin untuk mengungguli lawannya. Dan

dengan demikian semua potensi kekuatan | nasionalnya
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dengan demikian semua potensi kekuatan nasionalnya
harus dikonsentrasikan dalam rangka menunjang maksud
tersebut, yang pada gilirannya menyehabﬁan terham—
batnya usaha-usaha pembangunan dalam negerinya.

Selain itu suatu implikasi yangl nyata dari
suatu sengketa antarnegara yang tak dapit diselesai~-
kan adalah timbulnya keinginan untuk mambangun
kekuatan fisik. Hal ini dapat dilihat dari
pengalaman sejarah dimana sebagai akibat dari adanya
sengketa-sengketa yang tak dapat diselegaikan (hanya
selalu berakhir dengan peperangan) maja k2inginan
untuk membangun kekuatan fisik tersebué kini telah
menjadi sub kultur atau model tersendiri dari setiap
negara. |

Selain alasan tersebut di atas, walaupun
perkembangan baru dalam hukum internasional menghen-—
daki agar setiap sengketa antarnegara I:ng terjadi
harus diselesaikan secara damai, dan me{arang bahkan
mengutuk setiap penggunaan kekerasan (perang)
sebagai upaya penyelesaian namun sejarah kemanusiaan
telah menunjukkan bahwa tak satupun | kekuatan di
dunia ini yang mampu memberikan jaminan dimana suatu

negara tidak akan menggunakan kekerasan (perang)

sebagai cara penyelesaian sengketa, maka dengan
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alasan untuk berusaha memperkuat dirinya. (LEMHANAS,
PT Gramedia Jakarta, 1980 : 153) Maka | perlombaan
senjatapun dewasa ini telah menjadi kenyataan
internasional yang dapat dihindarkan lagi. Fada
mulanya perlombaan senjata ini hanya untuk konsumsi
negara-negara super power, namun karena adanya
persekutuan—persekutuan militer maka pada akhirnya
telah menjalar ke negara-negara dunia ketiga. Dalam
kenyataannya, sekarang ini banyak negara-—-negara
dunia ketiga yang telah terpengaruh bahkan kecanduan
dengan pembelian-pembelian senjata. Jakin lama
bangunan-bangunan keamanan nasional | (national
security establishment) meminta senjata-senjata
modern yang pada gilirannya menjadikan n*gara—nagara
tersebut terbelengguh oleh prndu!en*prudusen
senjata.

Seperti vyang telah dikemukakan di atas bahwa
masalah keamanan dan pertahanan nasi@nal adalah
merupakan alasan utama untuk membangun kekuatan
dalam rangka pembelaan diri namun dalam kenyataannya
adalah tidak selamanya dapat ditemukan korelasi
antara pembelian senjata (untuk keperluan keamanan
dan pertahanan) dari satu negara dunia ketiga dengan

ancaman fisik dari luar. Sebagai contoh misalnya,
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ancaman fisik dari luar. Sebagai contoh misalnya,
negara-negara seperti : Iran, Brazi}ia, India,
Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 1978 tercatat
sebagai negara—-negara pembeli senjata yang tergolong
besar, padahal negara-negara tersebut Eama sekali
tidak mengalami ancaman fisik dari lhar. (Mania
Sophian, Maret 1972) DemikKian pula bagi negara-
negara dunia ketiga sebenarnya senjata ampuh itu
{sophisticated weapon), bukanlah merupakan suatu
alat pertahanan yang terlalu dapat [dibanggakan.
Ketika pada dasa warsa 1970-an pecah peqqng Vietnam,
rakyat Vietnam dengan hanya mengandafkan doktrin
partahanan rakyat semata mampu mengalahkan tentara
Amerika Serikat yang didukung oleh surtu angkatan
laut dan teknologi perang yang tinggi. Demikian pula
Vietnam telah menunjukkan bahwa negar itu dapat
menahan tentara RRC yang bersenjata odern dalam
peristiwa perang bulan Mei 1979. Iran ]juga adalah
contoh yang paling baik, negara ;ang memiliki
persenjataan paling kuat diseluruh Asia|ini ternyata
tidak mampu mempértahankaﬁ keamanan dalam ne=gerinya
ketika terjadi revolusi, bahkan syah Iran dengan
kekuatan senjata yang dibangunnya itu | tidak dapat
berbuat apa-apa ketika negaranya terpaksa harus

dirubah secara total dari sebuah negara kerajaan
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Apabila ditelusuri perlombaan senjata tersebut
adalah merupakan implikasi dari pengalaman sejarah
dimana banyak sengketa antarnegara yang selalu
mengandalkan peperangan sebagai jalan penyelesaian.
Kondisi dunia internasional seperti ini jelas bukan
hanya mengancam keamanan dan perdamaian akan tetapi
sekaligus telah menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan
yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional.
Dalam dialog utara-selatan tahun 1977 | di Jerman
Barat, Willy Brandt melaporkan angka-angka pembelian
senjata sebagai berikut : 7
1. Biaya militer tahunan mencapai sekitar 450 miliar

dollar AS, sedangkan untuk anggaran bantuan
pembangunan resmi hanya sekitar 5 % dari jumlah

tersebut. :

2. Pengeluaran kemiliteran sehari saja }akan dapat
membiayai rencana pembasmian Malaria dari WHO.

3. Sebuah tank modern mencapai harga 1 |juta dolar
AS, padahal uwang tersebut dapat dipergunakan
untuk memperbaiki fasilitas gudang untuk 100.000
ton padi yang dengan demikian dapat menghemat
4.000 ton atau 1lebih pertahun. Bahkan uang

tersebut dapat pula membiayai pembangunan 1.000

ruang kelas bagi 30.000 anak-anak.
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4., Harga pesawat tempur jet mencapai harga 20.000

juta dolar AS, uang tersebut dapat digunakan
untuk membangun sekitar 40.000 apotik di pedesaan
dalam rangka tuga-tugas kemanusiaan. (Willy Brant
CsS, 1980 : 137-138) !

Kenyataan-kenyataan seperti yang diuraikan di
atas adalah suatu kenyataan internasional yang
tidak dapat dipalsukan apa lagi dipungkiri. Dan
dalam keadaan seperti ini dimana setiap negara
dalam wusaha mempertahankan dan membela dirinya
cenderung untuk membangun kekuatan f#sik, serta
adanya kemungkinan perang yang lebihr besar dan
implikasinya terhadap dunia internasional, maka
penyelesaian suatu sengketa yanq terjadi
antarnegara, baik bagi negara-negara super power
maupun bagi negara-negara kecil adalah suatu
keharusan mutlak yang tidak dapat ditawar—-tawar
lagi. Untuk itu bagi pihak-pihak ya$g terlibat
dalam suatu sengketa antarnegara | diperlukan
keadaan internasienal serta kemauan politik

(political well) untuk bersedia berunding atau

menempu cara—cara damai sesuai dengan ketentuan

hukum internasional.




BAB III

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ﬁNﬁﬂRNEGARA

Dalam perkembangan terakhir hukum iﬁternasiunal,
khususnya vyang berkenaan dengan masalah gersengketaan
antarnegara ditemukan suatu orientasi baru dimana pada
hakekatnya usaha penyelesaian sengketa antarnegara
adalsh untuk menciptakan dan memelihara Keamanan dan
perdamaian internasional. Hal ini dapat dilihat pada
aturan hukum seperti yang tarcantum pada pasal 12-15
piagam Liga PBangsa—Bangsa (PBB) yang pada dasarnya
membatasi hak negara-negara anggota untuk | menggunakan
perang. (J.6 Starke, 1972 : 247) Demikian |juga dengan
Faris tahun 1928 atau juga yang dikenal dengan Briand
Kellog Pact, dimana dalam perjaniian tersebut negara-
negara anggota sepakat untuk tidak menggumakan peréng
sebagai jalan penyelesaian setiap sengketa iTternasinnal.
Demikian pula misi perdamaian internasiGTal tersebut
dapat dilihat pada pasal 2 ayvat I dan 4 Piagam
Ferserikatan Bangsa—-Bangsa dijelaskan bahwa Lemua anggota
FEE harus menyelesaikan sengketa internagional yang
terjadi dengan jalan damai. Juga anggota FPBB tidak boleh
mengancam atau menggunakan kekerasan atau | setiap cara
yang bertentangan dengan tujuan FBEB terhaFap keutuhan

wilayah atau kemerdekaan politik setiap bangga.
|
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Wilayah setiap sengketa antarnegara harus diselesai-
kan dengan jalan damai akan tetapi dalam prakfek negara-
negara wmasih ditemukan cara-cara penyelesaian dengan
jalan kekerasan, oleh sebab itu dalam bab ini akan

dijelaskan cara penyeleéaian tersebut, baik Lenyelesaian

|
dengan damai maupun kekerasan.

3.1 Penyelesaian Dengan Cara Damai
Timbulnya suatu penyelesaian sengketa antarnegara
secara damai adalah sangat tergantung adanys inisiatif
pihak—-pihak yang bersengketa maka usaha enyelesaian
dengan jalan damai tidak akan dapat diselesaikan. Dalam
praktek biasanya penyelesaian dengan jalan damai ini
dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :
1. Penyelesaian yuridis (hukum) dan
2. Penyelesaian politik.
ad.1. Penyelesa%an yuridis biasanya merupaka peEnanganan
suatu sengketa dimana  kasusnya | menyangkut
pertentangan—pertentangan hukum, seh#ngga penye
lesaiannyapun harus menggunakan éturan-aturan

hukum sebagai ukuran atau sebagai bahan pertimban-

gan dalam mengambil keputusan.
Fenyelesaian yuridis ini kemudian masih dapat

dibagi atas :
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a. Penvelesaian melalui badan Arbitrasi dan

b. Penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.

a. Penyelesaian melalui badan Arbitrasil
Arbitrasi adalah suatu bentuk Penyelesaian
sengketa antarnegara yang menggunakan aturan-
aturan hukum internasional sebagai dasar penye-
lesaiannya. Adapun vang bertindak sebagai
penengah dalam badan Arbitrasi |ini adalah
terdiri dari wasit yang dipilih atauy yang ditun—-
juk sendiri oleh negara-negara yang bersengketa.
Dengan demikian maka badan tersebut  keberadaan-
nya hanya bersifat sementara (temporer), dalam
arti kata bahwa badan Arbitrasi nlel para pihak
yang bersengketa kepadanya telah dilaksanakan.
Adapun mengenai dari pada keputusan yang telah
diambil dalam penyelesaian melalui badan Arbitrasi bukan
lagi menjadi urusan dari wasit (arbitrator) Iang bersang-

kutan. Dalam praktek kadang—kadang yang bertindak sebagi

wasit dalam penyelesaian melalui i‘iar'bit:r'a_._sir| hanya satu
arang namun pada umumnya wasit-wasit tersebut berbentuk
majelis.

Selanjutnya perlu dijelaskan pula oleh karena

pengadilan Arbitrasi ini sifatnya suka relal (voluntair)

atau dengan kata lain hanya tergantung dari kemauan
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pihak—-pihak yang terlibat dalam sengketa maka untuk
terlaksananya suatu proses penyelesaian sengketa melalui
badan Arbitrasi ini pada umum harus mensmpuh suatu
mekanisme perjanjian sebagai berikut :

Pertama, jauh sebelum terjadinya sengketa, memang sudah
ada pembicaraan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang
bersangkutan dalam bentuk perjanjiian, perjaniian mana
pada umumnya memuat perrnyatan sebagai berikut :

"Bahwa bila dikemudian hari tidak diduga-duga akan
terjadi sengketa antara keduanya {pihak-pihak
pembuat perjanjian) maka pihak-pihak ¢ersebut akan
sepakat untuk membentuk badan - Arbi&raai dimana
kepada badan tersebut sengketa | antarnegara
mereka ﬁiserahkan untuk diselesaikan"}

Kedua, bila memang ternyata timbul sengketa antara éer-ka
maka sengketa tersebut pertama-tama harus dicocokkan

dulu dengan isf'dari pada perjaniian tahap pertama tadi,
apakah sengketa tersebut telah sesuai denba kriteria-
kriteria yang telah disepakati pada pirjaWjian pertama
atau tidak. Kalau sendainya tidak sesuai maka secara
otomatis sengketa tersebut tidak akan diselesaikan
melalui badan Arbitrasi. Namun kalau ternyata sengketa
yang timbul itu memang sesuai dengan kriteria-kriteria

yang telah disepakati pada perjanjian tahap|pertama, maka
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langkah selanjutnya adalah pembentukan badan Arbitrasi
vang akan menyelesaikan sengketa tersebut, melalui suatu
pembicaraan bilateral antara kedua belah pihak.
Pembicaraan ini lazim disebut "Compromis" sekaligus
merupakan perjanjian tahap kedua. Adapun hal-hal vyang

perlu dibicarakan dalam compromis ini adalah  menyangkut
segala sesuatu yang di anggap dapat mendukung suksesnya
penyelesaian sengketa, seperti : cara-cara penunjukan
wasit (arbitrator), Prosedure penyelesaian, prinsip-
prinsip hukum yang akan dipergunakan oleh JPQra wasit

dalam pengambilan keputusan nanti, serta bahasa yang akan

dipergunakan dan lain-lain. '

Dari wuraian di atas dapat diketahui bahwa dalam
pembentukan suatu badan Arbitrasi dalam rangkl penyeles—
aian suatau sengketa antar negara, memerlukan, perjanjian
terlebih dahulu dari pihak-pihak yang bersengketa, yakni
perjanjian tahap pertama dan perjanjian tahap kedua.
Untuk jelasnya, proses pembentukan badan Arbitrasi

tersebut dapat dilihat sebagaimana yang akan Jdigambarkan

pada bagan dihalaman berikut.




Pra Koondisi | Kerangka acuan ! Indikasi

BAGAN PERSEPSI PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASI

| Kerangka Proses | Sasaran - | Follow Up

J Sengketa
tidak terjadi
Perjanjian sengketa Tidak memenuhi Arbitrasi tidak
= —> -
e e I i kriteria terbentuk
I\/I Perdamaian
Persetui tuk ' internasional
ersetujuan untu . .
Compromis
membentuk badan Medienni & | |
Arbitrasi, jika kriteria Perjanjian I S[Penyeiesai |
timbul sengketa Arbitrasi
Kriteria sengketa
- Prosedure

L

Penunjukan wasit

Aturan hukum
yang akan dipergunakan
- Bahasa yang akan dipergunakan

- Dan lain-lain
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b. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional
Mahkamah internasional sebagai suatu badan
penyelesaian sengketa antarnegara tidak memiliki
yuridiksi vang bersifat voluntair. Mahkamah
internasional hanya memiliki yurisdiksi vyang
bersifat waiib atau memaksa apabila npegara-
negara yang terlibat dalam suatu perjanjian
internasional sebelum timbulnya sengketa dimana
dalam perjanjian tersebut keduanya sepakat untuk
menyerahkan sengketa yang akan terjadi kepada
Mahkamah Internasional. Demikian pula wewenang
wajib dari mahkamah internasional hanya dapat
diperoleh bila negara-negara tersebut secara
langsung menyetujui untuk menyerahkan sengketa
yang sedang terjadi itu kepada Mahkamah Inter-—
nasional, walaupun tidak ada perjanjian sebelum
timbulnya sengketa.

Berbeda halnya dengan badan Arbitrasi dimana hakim-—
hakimnya adalah berstatus tidak tetap maka pada Mahkamah
Internasional hakim—hakimnya adalah berstatus tetap yang
kesemuanya berjumlah 15 orang, dengan latar belakang
kewarganegaraan yang berbeda satu sama lain (pasal 3
piagam Mahkamah Internasional). Demikian pula hakim—hakim

pada pengadilan internasional, tidak dipilih-pilih oleh
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negara-negara yang bersengketa akan tetapi hakim-hakim
tersebut dipilih oleh Majelis Umum Ferserikatan Bangsa-
bangsa Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan (pasal
4 statuta Mahkamah Internasional), dalam masa jabatan
selama 9 tahun.

Dalam menangani kasus—kasus sengketa antarnegara
maka secara fungsional Mahkamah Internasional menjalankan
dua tugas vyaitu disamping memutuskan perkara yang
dipersengketakan (judicial function), juga dapat memberi-
kan pendapat berupa nasehat-nasehat (advisory opinion)
mengenal soal-soal hukum yang diperlukan.

Mengenai judicial function dapat dilihat pada pasal
36 ayat 1 piagam Mahkamah Internasional dimana dijelaskan
bahwa Mahkamah Internasional berhak menyelesaikan semua
sengketa hukum yang diajukan kepadanya. Sedangkan untuk
advisory aopinion, Piagam Mahkamah Internasional memberi-
kan hak kepada Mahkamah Internasional untuk memberikan
pendapat mengenai soal-spal hukum atas permintaan dari
badan apapun yang disahkan oleh atau sesuai dengan Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (pasal &5 piagam Mahkamah
Internasional, yuncto pasal @4 piagam PEB).

Dari wuraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik
badan Arbitrasi maupun Mahkamah Internasional dalam

menjalankan peranannya untuk menyelesaikan setiap
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sengketa antarnegara secara damai, adalah bersifat
menunggu (pasif). Feranan kedua lembaga tersebut dalam
kaitannya dengan panyelesaian sengketa antarnegara,
hanya akan ada apabila negara-negara yvang terlibat dalam
sengketa telah sepakat ﬁenyerahkan perkaranya untuk
diselesaikan pleh kedua lembaga tersebut.
ad.2 FPenyelesaian politik, disamping adanya penyelesaian
sengketa antarnegara dengan menggunakan jalur—jalur
hukum maka dalam hubkum kebiasaan internasional
dikenal juga bentulk penyelesaian sengketa
antarnegara dengan menggunakan jalur—jalur politik.
Adapun vang termasuk dalam Lkategori penyelesaién
politik ini adalah :
a. perundingan (negotiation)
b. Jasa—jasa baik (good office)
c. Ferantaraan (mediation)
d. Rukun (conciliation) dan

2. Penyelesaian melalui Fiagam FBE

a. Perundingan (negotiation)
Perundingan dapat terjadi dengan adanya inisiatif
dari pihak-pihak yaﬁg bersengketa untuk menyele-
zaikan sendiri perkara merska. Dalam forum perun-
dingan ini negara-negara yang bersengketa akan

saling berhadapan langsung. satu sama lainnya.
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Dengan demikian yang diperlukan adalah obyek-
tifitas dan keterbukaan dari masing—-masing pihak.
Hal ini penting oleh karena tanpa adanya obyekti-
fitas dan keterbukaan dari masing-masing pihak
maka sudah dapat dipastikan bahwa suatu perundin-—
gan tidak akan mencapai suatu hasil yang diharap-—
kan. Namun sebagai suatu bentuk penyelesaian
sengketa secara politik, dimana aturan—aturan
hukum bukanlah menjadi landasan pokok obyek-
tifitas dan keterbukaan dari kedua belah pihak

adalah sangat sulit untuk dijamin. Sudah barang
tentu keduanya akan berusaha semaksimal mungkin
untuk keluar sebagai pemenang. Dalam kaitan
inilah kemampuan diplomasi memegang peranan
penting, oleh kerena kemenangan yang diharapkan
oleh masing-masing pihak dalam perundingan
tersebut adalah sangat ditentukan oleh sejauh
mana kemampuan meyakinkan setiap argumentasi yang
ditawarkan kepada pihak lawan. Bahkan lebih dari
pada itu pada tahapan-tahapan tertentu sering
kemampuan ekonomi dan militer ikut pula berbicara
dan menentukan. 0leh sebab itu penyelesaian
sengketa dalam bentuk perundingan ini hanya bisa
efektif bagi negara—-negara yang mempunyai kekuatan

berimbang.




b. Jasa-jasa baik (good Office)

Bentuk ini dikatkan sebagai jasa-jasa baik oleh
karena suatu proses penyelesaian sengketa antar
negara dapat berlangsung disebabkan karena adanya
keterlibatan dari pihak ketiga didalamnya, baik
keterlibatan itu karena dnisiatif dari pihak
ketiga sendiri dan kemudian mendapatkan
persetujuan dari negara yang terlibat dalam
sengketa, maupun karena usulan dari negara-negara
yang bersengketa sendiri.

Pikak ketiga vang berperan dalam penyelesaian
sengketa tersebut itulah yang disebut sebagai mempunyai
jasa~jasa baik. Dalam praktek, pihak ketiga ini boleh
terdiri dari hanya satu negara akan tetap boleh juga
terdiri dari beberapa negara. Mengenai apakah hanya
negaralah yang dapat bertindak sebagai pihak ketiga dalam
pendekatan melalalui jasa-jasa baik ini, atau dengan
kata lain apakeh individu—individu atau organisasi inter-
nasional tidak dapat bertindak sebagai pihak ketiga,
ketentuan mengenai hal ini tidaklah ditemukan dalam hukum
internasional, akan tetapi kalau dilihat esensi dari pada
sasaran penyelesaiannya dimana bertujuan untuk mendamai-

kan pihak—-pihak yang bersengketa maka hal tersebut pada

akhirnya bukanlah merupakan suatu hal yang esensial untuk
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harus dipersoalkan. Yang penting dalam hal ini adalah
adanya persetujuan dari masing-masing pihak yang berseng-
keta tentang keterlibatan dari pihak ketiga tersebut.
Adapun mengenai pelaksanaan tugasnya maka pihak
ketiga dalam penvelesaian sengketa mempunyai keterbatasan
dalam bergerak. Dalam hal ini tugas dari pada pihak
ketiga hanyalah bagaimana dia dapat mengajak/mendorong
negara—-negara yang bersengketa untuk berunding menyele-
saikan sengketanya, tanpa harus melibatkan qirinya, (ikut
menhadiri) perundingan itu. Dengan demikian tugas dari
pada pihak ketiga akan berakhir apabila negara-negara
yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk

berunding.

c. Perantaraan (mediation)
perantaraan (mediation) juga adalah satu model
penyelesaian sengketa antarnegara secara damai
yang melibatkan pihak ketiga. Jadi dapat
dikatakan hampir sama dengan jasa—-jasa baik.
FPerbedaannya hanya terdapat ruang lingkup
kegiatan yang diperankan. Kalau pada jasa—jasa
baik peranan pihak ketiga hanya sampai pada
usaha untuk mengajak/mendorong dan mempertemukan
pihak-pihak yang bersengketa agar mau berunding

maka pada bentuk perantaraan ini pihak ketiga
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tersebut disamping mengajak para pihak vyang
bersengketa untuk berunding, juga sekaligus
dapat melibatkan diri (hadir) secara langsung
dalam perundingan. Jadi keterlibatan pihak
ketiga perantaraan adalah lebih luas dibanding
jasa—jasa baik yakni meliputi usaha-usaha sejak
munculnya inisiatif untuk mempertemukan pihak-
pihak yang bersengketa, sampai pada usaha penye-
lesaiannya, pihak ketiga itulah vyang disebut
sebagai "perantara" (mediator) vyang bertugas
untuk menyampaikan setiap tuntutan ataupun
keinginan—-keinginan dari masing-masing pihak,
dalam rangka peny=slesaian sengketa yang

dimaksud.

Rukun (conciliation)

Penyelesaian sengketa antar negara dalam bentuk
conciliation, ditandai dengan adanya suatu
komisi khusus yang bertugas untuk mengadakan
penyelidikan terhadap fakta—-fakta yang dianggap
berkaitan dengan masalah-masalah sengketa yang
sedang terjadi. Apabila fakta-fakta telah maka
fakta—fakta tersebut akan dirumuskan sedemikian
rupa untuk kemudian disampaikan kepada masing-
masing pihak vyang bersengketa sebagai bahan
usulan ataupun pertimbangan dalam usaha

penyelesaian sengketa.
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Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa masalah
yang disampaiakan oleh komisi tersebut adalah tidak
mutlak harus diterima oleh pihak-pihak vang terlibat
dalam sengketa. Jadi usulan tersebut sifatnya adalah
tidak memaksa atau mengikat., Dalam kata lain semua hasilo
penyelidikan vyang dilakukan oleh komisi, penerimaannya
adalah sangat bergantung kepada sikap dari masing—-masing
pihak yang sedang bersengketa, apakah hasil penyelidikan

itu diterima atau tidak.

e. Penyelesaian melalui Fiagam PBE

Secara umum dapat dikatan bahwa usaha-usaha yang
dilakukan oleh Ferserikatan Bangsa-Bangsa (FPBB) dalam
kaitannnya dengan penyelesaian sengketa antarnegara,
adalah tetap memberikan legitimasi kepada semua metode
penyelesaian secara damal sebagaiman yang telah dijelas-—
Ean di atas. Hal ini dapat dilihat seperti yang tercantum
pada pasal IZ Piagam PBB dimana secara tegas dinyatakan

bahwa :

"Negara—negara yang terlibat dalam suatu
perselihan yang terus menerus yang mungkin
membahayakan terpeliharanya keamanan dan
perdamaian internasional, pertama-tama harus
mencari penyelesaian dengan jalan negosiasi
(perundingan), penyelesaian, permufakatan,
perwasitan, peradilan, penyelesaian secara
regional (setempat), atau dengan cara damai
lainnya yang dipilih sendiri oleh masing—masing
pihak",
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Namun dalam penerapannya biasanya Ferzerikatan

Bangsa-Bangsa (FBR) menempuh dua pola pendekatan yakni @

pola "Diplomasi" vang sering melahirkan revolusi dalam
bentuk rekomendasi, serta pola "operasional" berupa
penempatan pasukan—pasukan internasional dibawah

pengawasan FBE di wilayah-wilayah sengketa.

Kedua pola pendekatan terssbut walaupun berlainan
akan tetapi tetap berorientasi pada usaha pgmeliharaan
keamanan dan perdamain internasional seperti yang
diisyaratkan oleh pasal 33 Piagam PBB. Fersoalan vyang
kemudian timbul adalah pendekatan inipun tidaklah mudah
untuk diterapkan. Sebagai contoh, untuk mengeluarkan
sebuah rgsnlusi apa lagi yang berhubungan dengan sengketa
antarnegara adalah masih harus memerlukan kesepakatan
atau kebulatan pendapat dalam FBB (Dewan Keamanan)} tanpa
harus diveto oleh salah satu dari kelima anggota dewan
keamanan. Demikian pula halnya dengan sebuah rekomendasi.
Rekomendasi yang dikeluarkan oleh FBE belumlah merupa-—
kan suatu Jjaminan untuk berakhirnya sengketa. Namun
terlepas dari ditaati atau tidaknya suatu rekomendasi,
dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa perserikatan
bangsa—-bangsa sudah barang tentu hanyalah melaksanakan
kewajiban konstitusionalnya. Hal ini perlu memang untuk

dilakukan oleh FBR karena ssbuah resolusi setidak-—
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tidaknya merupakan ‘kolektif yang mewakili aspirasi dari
masyarakat internasional yang ditunjukkan kepada pihak-
pihak yang bersengketa untuk tidak atau harus melaksana-
kan sesuatu demi keamanan dan perdamaian
internasional. (Nancy Simanjuntak, 1984 : 104-10%5)
Mengenai usaha-usaha yang lain yang sering ditempuh
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBEB), vyaitu dengan
menempatkan kekuatan pasukan internasional di wilayah-
wilayah sengketa, masih harus berhadapan dengan
kenyataan—-kenyataan tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh
karena penempatan sebuah kekuatan pasukan interna#ional
dalam wilayah suatu negara, tidak jarang haruslah beruru-
san dengan perintah-perintah dari negara wilayahnya
ditempati itu. Dan sebagai suatu negara vyang berdaulat
maka negara yang wilayahnya ditempati oleh pasukan inter-—
nasional itu sudah barang tentu dapat saja menolak atau
manuntut penarikan mundur pasukan tersebut keluar dari
wilayah kedaulatannya. 8Sebagai conteh, setelah tiga
negara masing-masing : Inggeris, -Perancis dan Israel
menyerang Mesir, FPBBE telah menempatkan pasukan interna-
siohalnya vaitu "United National Emergency Force" (UNEF)
diwilayah kedaulatan Mesir (Sinai) namun pemerintah

Mesir kemudian menuntut penarikan UNEF untuk keluar dari
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wilayahnya. Menghadapi kenyataan seperti itu Perserikatan
Bangsa—-Bangsa tidak bisa berbuat apa-apa selain harrus
memperkenankan tuntutan dari pemerintah Mesir tersebut.
Dan sebagai akibatnya, dengan alasan membela diri Israel
kembali mengadakan serangan mana yang kemudian mengobar-—
kan sengketa perang pada tahun 19467 tersebut.

Hambatan lain yang sering dihadapi oleh PBB dalam
menempatkan pasukan internasionalnya adalah : bisa saja
suatu negara dapat menerima kehadiran pasukan PBB diwila-
yahnya, namun sering juga terjadi dimana kehadiran dari
pasukan Perserikatan Bangsa—-Bangsa itu sama tidak akan
diperdulikan oleh suatu negara lain yang memang punya
keinginan (rencana) untuk menyerang negara yang wilayah-
nya yang ditempati oleh pasukan PBB tersebut. Sebangai
contoh misalnya, dengan adanya intervensi terhadap
Libanon pada tahun 1982. Fada waktu itu FPBE juga menem—
patkan pasukannya yang yang dengan " United Nation
Interim Force Of Libanon®" (UNIFIL). Namun penempatan
pasukan inipun sama sekali tidak dihiraukan oleh Israel
yang Jjelas—jelas melanggar tapal batas Lebanon sampai
ibukota negara itu dengan suatu serangan menyeluruh
melalui udara, laut dan daratnya. FPBB—-pun dalam kasus ini

tidak dapat berbuat apa-apa. (Fuad Hasan, 1983, Bagian
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa
penyelesaian sengketa antarnegara melalui piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (FEB) baik pendekatan
diplomasi yang melahirkan revolusi maupun dengan penanga-—
nan langsung secara operasional melalui penempatan
pasukan internasional di wilayah-wilayah sengketa, juga
tidak ada bedanya dengan model-model penyelesaian dengan
céra damai lainnya, yakni kesemuanya tetap memerlukan
kerelaan dari negara—-nagara yang bersengketa untuk secara
ikhlas mengakhiri sengketanya.

3.2 Penyelesaian dengan Cara Kekerasan

Memburuknya hubungan antaranegara sebagai akibat
dari suatu persengketaan adalah sangat potensial untuk
dapat menimbulkan penggunaan kekerasan dari salah satu
pihak dalam rangka mengakhiri sengketa tersebut. Dan
suatu «ciri pokok yang senantiasa melekat pada bentuk
penyelesaian sengketa antarnagara dengan jalan kekerasan
tersebut adalah sangat menonjolnya peranan anhkatan
bersenjata serta peralatan-peralatannya untuk setiap saat
dapat digunakan sesuai  dengan maksud-maksud dari
kekerasan tersebut. Angkatan bersenjata dan peralatan
itulah yang akan dipergunakan untuk memaksa pihak lawan
agar dapat takluk pada tuntutan—-tuntutan yang dihendaki

oleh suatu negara.
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Adapun yang lazim dikategorikan dalam penyelesaian
sengketa antar negara dengan cara-cara kekerasan tersebut
adalah sebagai berikut :

a. Perang

b. Retorsi

c. Reprisals
d. Blokade dan

e. Intervensi

ad.a. Perang

Menurut teori Clausewtz, perang adalah suatu
kelanjutan dari perjuangan politik dengan menggunakan
cara lain, (LEMHANAS, 1980 : 219) Dengan demikian dapat
pula dikatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu maka
penyelesaian sengketa antarnegara melalui perang,
kadang—kadang merupakan kelanjutan dari usaha-usaha penye
lesaian sengk2ta melalui jalur politik (diplomasi} yvang
mengalami kegagalan.

Menurut aliran pemikiran Clausewitz tersebut pada
hakekatnya perang adalah pertarungan antara dua kekuatan
yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan dengan
menggunakan kekerasan bersenjata sebagai instrumen. Oleh
sebab itu penyelesaian sengketa antarnegara dengan jalan
perang sering juga dikatakan sebagai penyelesaian

sengketa dengan cara kekerasan yang paling ekstrim.
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Asumsi di atas dapat dikatakan oleh karena penggu-
naan perang dalam penyelesaian sengketa antarnegéra
senantiasa mempunyai konsekwensi kerugian yang berlipat
ganda, baik kerugian jiwa maupun materi. Dan kerugian
inipun bahkan tidak memandang bulu., Kerugian tersebut
bisa dialami oleh baik pihak yang kalah dalam perang
maupun yang menang, bahkan juga sebagai akibat dari
perang tersebut dapat dialami oleh pihak ketiga yang sama
sekali tidak terlibat dalam sengketa.

Adapun tujuan perang adalah untuk menaklukan pilak
lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang

harus diterima cleh pihak lawan. (J.G Starke, 1972 : 257)

ad.b. Retorsi (pembalasan setimpal)

Retorsi adalah suatu cara yang sering ditempuh oleh
suatu negara sebagai refleksi dari rasa dendamnya
terhadap negara lain yang menjadi lawan, dimana menurut
negara pelaku Retorsi, negara yang menjadi lawan tersebut
telah melakukan tindakan—tindakan yang tidak bersahabat
dan merugikannya. Jadi Retorsi adalah merupakan tindakén
balas dendam hanya saja apabila suatu negara terpaksa
harus melakukannya afau dengan kata lain hanya Retorsilah
satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh, maka
negara yang akan melakukan Retorsi tersebut, tindakannya

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan—ketentuan hukum
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internasional yang berlaku. Demikian pula tindakan
Retorsi yang ditempuh tersebut tidak boleh melampaui
tindakan yang pernah dilakukan oleh yang dianggap tidak

bersahabat atau yang merugikan tadi.

ad.c. Reprisals

Reprisals Jjuga adalah merupakan salah satu bentuk
tindakan pembalasan yang hampir sama dengan Retorsi.
Hanya saja tindakan pembalasan dalam bentuk Reprisals ini
dilakukan dengan <cara vyang tidak sah dan bertantangan
dengan ketentuan—-ketentuan hukum internasional yang
berlakus

Maksud dari pada negara-negara yang mengadakan
tindakan Reprisals tersebut pads hakekatnya adalah untuk
memenuhi keinginan—keinginannya, bahwa hanya Reprisals
tersebut akan merasakan suatu keadilan atas tindakan
negara lain vyang dianggap telah melakukan tindakan-
tindakan yang merugikan. Jadi tindzakan Reprisals tersebut
dilakukan dengan tidak memperhitungkan konsekwensi
yuridisnya akan tetapi vang penting tindakan tersebut

dapat memuaskan negara pelakunya.

ad.d. Blokade
Blokade juga adalah suatu cara yang sering ditempuh

oleh suatu negara dimana yang lazim menjadi sasaran
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adalah wilayah perairan laut atau pelabuhan laut dari
suatu negara yang menjadi lawan. Blokade biasanya sangat
efektif untuk dilakukan karena tindakan ini biasanya akan
berakibat kepada terhambatnya transportasi melalui
perairan laut vyang dengan sendirinva berimplikasi
terhadap lalu lintas perekonomian dan perdagangan laut,
terutama hubungan perdagangan dengan luar negeri dari
negara yang menjadai sasaran blokade.

Mengenai kapai—kapa] dari negara-negara pihak
ketiga yang harus melintasi wilayah perairan yang
diblokir tersebut biasanya tidak luput dari pemeriksaan
negara yang melaksanakan blokade. Starke mengatakan bahwa
pemeriksaan kapal-kapal dari pihak ketiga (kapal netral)
tersebut hanyalah berlaku dalam kondisi perang saia
antara negara yan§ memblokir dan negara yang diblokir.
Diluar kondisi perang maka kapal=kapal netral tidak perlu
mentaati blokade tersebut. Dengan kata lain kalau
suasana bukan dalam keadaan perang maka negara-negara
pihak ketiga yang kapal-kapalnya harus melanjutkan pela-
varannya. (J.G Starke, 1972 : 250)

Adapun tujuan dari pada dilaksanakannya tindakan
blokade tersebut tidak lain agar supaya negara yang
menjadi lawan dalam suatu persengketaan dapat memenuhi

tuntutan—tuntutan dari negara pelaksana blokade.
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Melihat bentuk tindakan blokade tersebut maka dapat
dikatakan bahwa suatu negara yang ingin menyelesaikan
sengketanya dengan jalan blokade, sudah harus
memperhitung kan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya.
Dleh karena dalam tindakan blokade, terkandung unsur
membendung kekuatan lawan. Oleh sebab itu suatu tindakan
blokade biasanya hanya sering dilakukan oleh negara-
negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang relatif

besar.

ad.e. Intervensi

Yang dimaksud dengan intervensi dalam hal ini
adalah suatu tindakan pendudukan yang dilakukan oleh
suatu negara terhadap wilayah kedaulatan negara lain;
atau tindakan mencampuri urusan domestik negara lain,
tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari negara yang
menjadi sasaran intervensi. Jadi yang menentukan status
dari pada adanya suatu tindakan intervensi adalah negara
yang wilayah kedaulatannya terkena intervensi. Dengan
demikian suatu tindakan intervensi menurut pengertian ini
adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-—
aturan hukum internasional yang berlaku. Intervensi dalam
pengertian ?ni senantiasa menggunakan kekuatan senjata
{militer) sebagai alat untuk mencapai tujuan yang
diinginkan oleh negara pelaksananya. Oleh sebab itu maka

intervensi digolongkan juga sebagai tindakan kekerasan.




BAB IV
BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN
SENGKETA ANTARNEGARA (KASUS INDOCINA - ASEAN)

Jika pada bab-bab sebelumnya telah dikemukakan
bentuk-bentuk penyelesaian sengketa antarnegara @ vyang
lazim digunakan, maka pada bab ini secara khusus akan
dibahas beberapa pendekatan dglam praktek dengan mencoba
melihat perkembangan yang terjadi disekitar krisis/
sengketa antarnegara dikawasan Indocina, sebagai suatu
studi kasus.

. Sejak terjadinya sengketa antar negara di kawasan
Indocina antar Vietnam dan Kamboja (Sekarang Kampuchea)
maka usaha-usaha penyelesaiannyapun sampai dewasa ini
telah menempuh berbagai cara baik dengan jalan kekerasan
maupun melalui usaha-usaha diplomatik (politik) atau
dengan jalan damai.

Penyelesaian yang ditempuh dengan jalan kekerasan
ditandai dengan terus berkobarnya api peperangan di
kawasan itu serta adanya aktifitas berupa intervensi
militer Vietnam atas wilayah kedaulatan Kamboja. Secara
ringkas. dapat dikatakan bahwa usaha penyelesaian dengan
jalan kekerasan tersebut terbukti disamping secara jelas-
Jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum

Internasional, Jjuga sampai sekarang ini penyelesaian
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dengan jalan kekerasan tersebut ternyata tidak dapat
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, justru sebalik-
nya semakin membuat berlarut—-larutnya keadaan konflik
antar ke dua negara.

Sementara itu penyelesaian sengketa yang diupayakan
melalui jalur diplomatik (politik) secara damai, nampak
juga telah ditempuh oleh negara-negara yang berada di
kawasan Asia Tenggara (ASEAN), baik yang diupayakan di
tingkat bilateral, regional dan bahkan di tingkat inter-
nasional.

Untuk dapat memberikan gambaran jelas serta untuk
dapat mengetahui sejauh mana efektifitas dari usaha-usaha
yang telah ditempuh itu maka penulis merasa perlu untuk
mengkaitkan wsaha-usaha penyelesaian tersebut dengan
beberapa aspek yang berkaitan erat dengan berlarut-

larutnya krisis konflik di kawasan Indocina tersebut,

4.1 Pendekatan Bilateral

Langkah=langkah penyelesaian dengan pendekatan
bilateral mengenai krisis sengketa antara Vietnam dan
Kamboja pada umumnya muncul atas inisiatif dari negara-
negara pihak ke tiga, khususnya negara—-negara As=an. Hal
ini bisa terjadi oleh karena penyelesaian bilateral
secara langsung antara kedua belah pihak semakin memper-

lihatkan kecenderungan menemui jalan buntu. Di lain pihak
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negara-negara Asean sendiri sangat menyadari bahwa
konflik vyang terjadi antara Vietnam dan Kamboja di
kawasan Indocina tersebut langsung atau tidak langsung
mempunyai implikasi terhadap stabilitas di kawasan Asia
Tenggara, ASEAN khususnya. Dalam hal ini Muangthai
saebagai salah satu negara anggota ASEAN yang berbatasan
secara langsung dengan Zona konflik, menganggap bahwa
intervensi militer Vietnam atas wilayah kedaulatan
Kamboja adalah sangat mengancam keamanan dalam negeri
Muangthai, Keadaan ini cukup memberikan alasan bagi
Muangthai yang anggota ASEAN itu untuk ambil bagian dalam
krisis Indocina, sehingga penyelesaian sengketa antar
Vietnam dan Kamboja praktis tidak bisa dilepaskan dari
kepentingan Muangthai.

Dari segi pengaturan keamanan, sebenarnya negara-
negara di kawasan Indocina (Vietnam, Kamboja dan Laos),
telah pernah mengusulkan penandatanganan perjaniian  yang
akan mengikat ke empat negara vang berbatasan itu
{Muangthai, Vietnam, Kamboja dan Laoes) vakni perjanjian
tentang non agresi dan non intervensi serta pembentukan
suatu Zona dimiliterisasi di sepanjang perbatasan
Muangthai Kampuchea (Kamboja) yang diharapkan dapat
memisahkan pasukan dari negara masing—-masing dan meng-

hindari adanya bahaya persengketaaan. Usul tersebut
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diajukan pada konprensi antar Menteri Luar Negeri dari
negara-negara itu bulan Pebruari 1982. Namun usul
tersebut ditolak oleh Muangthai dengan alasan bahwa
Muangthai bukanlah salah satu pihak yang terlibat dalam
perang, dan antara negara Muangthai dan Vietnam tidak ada
bahaya agréai. Dengan tidak diterimanya usul pengaturan
keamanan tersebut maka para menteri Luar Negeri dari
negara-negara Indocina kembali membuat pengaturan
keamanan yang baru dimana pada komunike konperensi
tingkat Menteri Luar Negari dari negara-negara tersebut
bulan Juli 1982 di Ho Chi Ming telah dikemukakan konsep
sebagai berikut :

"Dalam zone keamanan di pihak Kampuchea, hanya
angkatan bersenjata Republik Rakvat Kampuchea
vang akan hadir. Dan dalam zona keamanan dipihak
Muangthai, hanya angkatan berseniata Muangthai
yang akan hadir. Sedangkan sisa-sisa rezim Pol
Fot dan kelompok—-kelompok reaksioner Khmer
lainnya akan dilucuti senjatanya dan diasingkan
dalam kamp—-kamp pengungsi dalam wilayah
Muangthai. (Pham Binh, April 1984 : 294)

Usul tersebut diharapkan akan menjamin keamanan di
zona sepanjang perbatasan Muangthai-Kampuchea. Namun
Muangthai kembali mengajukan usul untuk membentuk zona-
zona keamanan di wilayah Kampuchea untuk mengmbalikan
cisa-sisa Pol pot serta reaksioner—-reaksioner khmer

lainnya dari dalam wilayah Muangthai, serta meminta

Vietnam agar menarik pasukan—-pasukannya secara unilateral
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30 km dari perbatasan. Tapi usul tentang penarikan
pasukan tersebut tidak diterima oleh vietnam karena hal
itu sama halnya dengan meminta agar vietnam menyerah.
{(Fham Binh, April 1984 : 294)

Demikianlah langkah—langkah penyelesaian bilateral
antara vietnam dan muangthai mengenai keamanan diperbata-
san Muangthai-Kambojia, yang terancam akibat sengketa
Vietnam—Kamboja, menjadi terhalang oleh insiden keamanan
perbatasan tersebut.

Usaha—usaga penyelesaian lainnya mengenai sengketa
dikawasan Indocina tersebut juga telah dilakukan oleh
Indonesia dan Malaysia wmelalui pembicaraan bilateral
kedua negara. FPada bulan maret 1980 Presiden Suharto
mengadakan pertemuan dengan perdana menteri Malaysia
Datuk Husain Onn di Kwantan (Malaysia) yang pada hakekat-
nya menghendaki agar penyelesaian damai mengenai sengketa
Vietnam-Kamboja harus dicapai melalui jalur-jalur politik
dan bukan jalan kekerasan (perang). Dalam pertemuan ini
diakui bahwa semakin dituntutnya Vietnam untuk menarik
mundur pasukannya, hanya akan memperkuat keinginan
Vietnam untuk tetap menempatkan pasukannya itu di wilayah
Kaﬁboja sehingga langkah-langkah penyelesaian yang
ditawarkan harus sedapat mungkin harus diterima oleh

Vietnam. Dalam konteks inilah Indonesia mengusulkan

"«
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pembentukan suatu pemerintahan koalisi di Phnom Penh,
serta penarikan sebagian pasukan Vietnam dari wilayah
Kamboja. Namun hasil dari pembicaraan bilateral antara
Indonesia - Malaysia—-Singapura serta antara Malaysia-
Muangthai yang juga membahas masalah yang sama (sengketa
Vietnam—Kamboja) vyakni dengan kunjungan perdana menteri
Muangthai Frem Tinsulanda ke Malaysia bulan April 1980,
dimana usul penyelesian dari Indonesia tersebut menimbul-—-
kan perbedaan sikap dari mereka. (Asnani Usman, 1980 :
792) Menanggapi uwsul Indonesia tersebut, Muangthai padsa
hakekatnya tidak setuju kalau penarikan pasukan Vietnam
dari wilayah Kamboja sebahagian (separuh) saja, karena
itu tetap mengancam keamanan negaranya. Sikap Muangthai
inipun secara diplomasi didukung oleh Fhilipina yaitu
ketika perdana menteri Muangthai mengadakan kunjungan dan
pembicaraan bilateral dengan Fresiden Philipina Ferdinand
Marcos pada tanggal 15-146 mei 1980 meégenai masalah
Kamboja, Fresiden Marcos dalam pertemuan itu memberikan
dorongan kepada Muangthai untuk tidak bersikap lunak
terhadap Vietnam.

Sampai sejauh itu semua langkah-langkah penyelesaian
sengketa Vietnam— Kamboja dengan pendekatan Bilateral,
sama sekali tidak membawa hasil, yang diharapkan. Malah

persoalannya semakin rumit ketika Vietnam tiba-tiba
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mengadakan penyerbuan masuk ke wilayah Muangthai pada

tanggal 23 Juni 1980, hanya beberapa hari setelah
kesibukan diplomatik dari negara—-negara ketiga yang ingin
melihat prospek perdamaian di kawasan itu. Dalam hal ini
dua desa masing-masing desa "Koke Sung" dan desa "Baan
Non Mark Moon" dalam wilayah yuridiksi nasional Muangthai
sempatidi duduki oleh pasukan VYietnam. Adapun alasan yang
dikemukakan oleh Vietnam sehubungan dengan penyerbuan
tersebut adalsh untuk mencegah repatriasi (kembalinya ke
tanah air) pengungsi-pengungsi Kamboja yang akan melewati
dasrah tersebut. Tidak bisa  tidak peristiwa tersebut
menimbulkan reaksi keras dari negara—negara ASEAN
sekaligus memaksa negara-negara ASEAN untuk secara serius
membawa konflik di kawasan Indocina tersabut dalam

penyelesaian ditingkat regional.

4.2, Pendekatan Regional

Upaya penyelesaian secara regional terhadap krisis
Indocina mempunyai kaitan erat dengan persepsi ASEAN
disatu pihak dan persepsi Vietnam dilain pihak. Keduanya
sama-sama melihat krisis tersebut berdasarkan kepentingan

masing—masing.

a. Fersepsi ASEAN tentang Krisis Indocina
Sebagai mana diketahui bahwa sejak tahun 1971

ASEAN telah memprakarsai pendirian dan pengembangan




: ., & b e kb

74

suatu tertib (orde) regional bagi Asia Tenggara yang
damai, bebas dan nestral yaitu berdasarkan gagasan
ZOPFAN (Zone of Feace, Fredom and Neutrality) sebagai
suatu usaha untuk menghindari persaingan dan keterli-
batan negara-negara super power di kawasan ini. Maka
ASEAN menganggap sengketa di kawasan Indonesia antara
Vietnam dan Kamboja adalah suatu rintangan besar bagi
perwujudan gagasan ZOFFAN tersebut bahkan dalam jangka
waktu tertentu sengketa tersebut akan menjadi ancaman
yang nyata. Pandangan ini tentu didasarkan kepada
suatu kenyataan dimana konflik dikawasan Indocina
tersebut tidak dapat disangkal telah melibatkan
kepantingan dari kekuwatan—-kekuatan becsar. Vietnam
disatu pihak bersekongkol serta didukung oleh Uni
Sovyet, sedangkan dilan pihak kelampﬂk perlawanan
Kamboja didukung oleh RRC dan Uni Sovyet sendiri sejak
lama telah terlibat dalam suatu pertentangan ideologi
(komunis) yang tidak berkesudahan. Kedua negara
raksasa komunis inl masing-masing memanfaatkan kritis
Indocina dalam . rangka.  politik hegemoninya untuk
mencapai pengaruh dan kepemimpinan di Asia Tenggara.

(Oct. Ovy Ndouk, 1981 : 118)
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b. Persepsi Vietnam tentang krisis Indocina

Fandangan Vietnam mengenai sengketa di kawasan
Indocina justru memperlihatkan keadaan berbeda bahkan
bertentangan secara diametral dengan pandangan ASEAN.
Vietnam dalam hal ini melihat bahwa sengketanya dengan
Kamboja adalah bukan penghalang dari ASEAN untuk
merealisir gagasan ZOFFAN~-nya. Adapun mengenai Inter-
vensi Vietnam atas permintaan rakyat Kamboja sendiri
untuk menyingkirkan rezim Pol Pot vyang berkuasa
sebelum serbuan Vietnam ke wilayah Kamboja bulan
Desember 1987. Pol Fot adalah penguasa di Kamboja yang
dibtenci oleh sebagian rakyatnya. (Yusuf Wanandi, 1984
: 274) Demikian pula Kamboja dianggap Vietnam mengi-
jinkan RCC untuk mengancam keamanan Vietnam melalui
wilayah Kamboja, sehingga intervensi Vietnam atau
wilayah Kamboja tersebut adalah dimaksud juga sebagai
usaha untuk membendung ancaman RRC. Dan untuk keper-
luan itu pula Vietpam turut membentuk rezim Heng
Samrin yang sampai sekarang masih mempunyai pendukung
yang setia, pasukannya yang ditempatkan di wilayah
Kambojz, sekaligus menekan kelompok-kelompok perlawa-
nan anti Vietnam di wilayah itu terutama kelompok

perlawanan Khmer Merah.
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Fandangan Vietnam inilah yang mempersulit wusaha-
usaha penanganan regional. ASEAN dalam menanggapi
pandangan yang sekaligus merupakan pendirian Vietnam
tersebut, kemudian mendukung suatu wusaha pembentukan
pemerintahan koalisi di Kamboja, vang telah menempuh
perjuangan yang berliku-liku akhirnya dengan dukungan
penuh ASEAN, deklarasi pembentukan pemerintah koalisi

Kampuchea  Demokratis, ditanda tangani pada  tanggal
22 Juni 1982, vyang terdiri atas : Pangeran Norodom
Sihanouk sebagai Presiden, Khie Samphan sebagai wakil
Presiden, dan Son Sann sebagai Ferdana Menteri. Deklarasi
pembetukan koalisi ini pun kemudian diumumkan pada bulan
Juli 1982 yang sekaligus merupakan kemenangan diplomatik
bagi ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa Vietnam
Kamboja di tingkat regional. (Adam Malik, 1982 : 301)

Usaha-usaha di tingkat regional yang diperankan
oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa Indocina ini, pada
mulanya sangat bersikap hati-hati karena memang prakarsa-
prakarsa damai vyang ditawarkan oleh ASEAN senantiasa
memperlihatkan perbedaan dan bahkan oleh ASEAN senantiasa
perlihatkan perbedaan dan bahkan kadang—-kadang berten-
tangan dengan kehendak Vietnam. Namun lama kelamaan ASEAN
merasa tak sepantasnya lagi bersikap 1lunak, mengingat

bahaya-bahaya yang mengancam stabilitas kawasan iini
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secara Jjelas—jelas dapat dirasakan langsung dari krisis
sengketa Indocina tersebut. Dalam hal ASEAN menganggap
bahwa adanya sengketa Indocina, maka Vietnam merupakan
ancaman langsung. Ini disebabkan karena intervensi
militer Vietnam dan wilayah Fkedaulatan, berpengaruh
langsung terhadap situasi dalam negeri Muangthai.
Pengaruh ini dapat terwujud dalam bentuk tekanan—tekanan
di sepanjang perbatasan Muangthai-Kamboja sebagai akibat
serangan mengejar dari tentara Vietnam untuk menghancur-
kan kekuatan—kekuatan Pol Fot, dukungan Vietnam untuk
kelompok—kelompok pemberontak di Muangthai, serta tekanan
yang diakibatkan oleh masalah pengungsi tersebut diantara
negera-negara ASEAN lainnya. Menurut catatan yang dilaku-
kan oleh PBB pada bulan Juli 1979, jumlah pengungsi di
Muangthai mencapai 233.000 orang, menyusul Malaysia

76.000 orang, Indonesia 55.000 arang, Philipina 5.000

orang, dan Singapura sekitar 1.000 orang, bahkan dalam

tahun 1985 pengungsi Kamboja yang memasuki Muangthai
bertambah lagi sekitar 20.000 orgng.(Sinar Harapan, &
Februari 1985) Masalah pengungsi ini tidak hanya secara
jelas—jelas berimplikasi terhadap keadaan sosial ekonomi
ASEAN akan tetapi sekaligus merupakan ancaman politik
yang berkaitan erat dengan kemungkinan subversi dan

infiltrasi karena militansi ideologi komunis.

Ve
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Akhirnya sikap tegas ASEAN dalam sengketa Indocina
ini memuncak setelah secara nyata-nyata Vietnam menyerbu
masuk ke wilayah kedaulatan Muangthai bulan Juni 1980,
Sikap tegasnya nampak sejak dilangsungkannya komprensi
kel3 para Menteri Luar Negeri negra—negara ASEAN di
Kuala Lumpur tanggal 25 Juni 1980. Fertemuan ini mengha-
silkan suatu komunike . bersama, |vang ada hakekatnya
merupakan tanggapan yang tegas terhadap sikap dan tendan-
gan Vietnam atas perbuatannya ke wilayah negara
Muangthai. Kalau sikap ASEAN sebelum penyerbuan tersebut
masih bersifat lunak, vyang biasanya hanya menyebut
"pasukan asing" serta menggunakan istilah-istilah seperti
"strongly regret" (sangat menyesalkan) dan istilah
"strongly deplored" (sangat menyayangkan) sebagai mana
yang lazim dalam dunia diplomasi, maka dalam komprensi
tersebut ASEAN secara tegas—tegas menggunakan istilah
"agresi" (agression) dan istilah “mengutuk" (condemn)
bahkan secara langsung menyebut nama Vietpam. (Majalah
Tempo, 12 Juli 1980 : 15)

Sikap tegas ASEAN  mengemnai sengketa Indocina
seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan cerminan
bahwa krisis konflik tersebut mempunyai wawasan regional
vang berhubungan langsung dengan masalah stabilitas di

kawasan 1ini, setidak-tidaknya netralitas ASEAN telah




4

terganggu. ASEAN mengupayakan penyelesaian sengketa
Vietnam—Kamboja tersebut disamping didasarkan kepada
alasan stabilitas keamanan regional ASEAN, baik dalam
jangka pendek maupuin dalam jangka panjang, langsung atau
tidak langsung, Jjuga karena adanya prinsip—prinsip
netralitas yang dipegangnya. Prinsip-prinsip tersebut
dirumuskan oleh ASEAN sehbagai berikut :

"Netralitas berarti memelihara keadaan tak berat
sebelum dalam setiap peperangan antara negara-
negara lain, sebagaimana yang diartikan dalam
hukum internasional, dalam rangka piagam FPBB. Akan
tetapi dalam hubungannya dengan deklarasi FKuala
Lumpur, netralitas berarti negara-negara dalam
zone itu akan berusaha untuk memelihara sikap
tidak berat sebelah mereka itu, sertz menghindar-
kan diri dari keterlibatkan mereka baik secara
langsung atau tidak langsung ke dalam konflik
ideologis, politik, ekonomi, militer dan bentuk-
bentuk konflik lainnya terutama antara kekuatan
luar zone itu, tidak campur tangan dalam soal
domestik atau regional dari negara-negara yang ada
dalam zone tersebut. (DR. H. Roeslan Abdulgani,
1978 ¢ 31)

Dalam rangka inilah ASEAN menganggap bahwa
penyelesaian sengketa Indocina di tingkat regional
merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Adapun maksud dari pendekatan regional tersebut, di
samping merupakan upayva-upaya ke arah penyelesaian
sengketa secara damai, Jjuga dimaksudkan oleh ASEAN
sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan

ancaman regional. Pada intinya usaha-usaha itu diarahkan

untuk :




1. Mencegah merembetnya (spill-over) konflik ke wilayah
salah satu dari negara-negara ASEAN.

2. Mengusahakan agar kekuatan-kekuatan besar tidak
terlibat dalam kemelut tersgsebut, dimana pada giliran-
nya dapat mengancam stabilitas kawasan.

3. Menghindara masukan konflik Sino-Sovyet dalam kawasan
ASEAN.

4. Mempertahankan prinsip dasar penghormatan atas
kedaulatan dan keutuhan wilayah negara—negara Asia
Tenggara serta menjadikan Asia Tenggara berdiri di
atas Kkonsep ZOPFAN. (Badan Litbang, Deplu RI, 1982 :
11)

Keinginan—-keinginan ASEAN tersebut di atas antara
lain dapat dilihat pada usul-usul ASEAN dalam upaya
penyelesaian sengketa Vietnam-Kamboja, seperti pada bulan
September 1987 yang ada hakekatnya menghendaki : pertama,
penarikan mundur' secara bertahap pasukan Vietnam dari
wilayah Kampuchea di bawah pengawasan para peninjau
internasional, dimana. pada saat yang dapat menjamin
pelaksanaan suatu gencatan senjata di kawasan itu. Kedua,
penyelenggaraan suatu pemilihan umum bagi rakyat
Kampuchea untuk menentukan sistem politiknya dan nasibnya
sendiri tanpa campur tangan asing dimana yang akan
datang. Ketiga, wmeminta perhatian dunia internasional
dalam rangka pembangunan ekonomi Kampuchea. (Adam Malik,

1982 : 301)
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Namun bagi Vietnam usul ASEAN tersebut belumlah
dapat menjamin kepentingan vitalnya, apa lagi menggnai
pasal yang menyangkut penarikan mundur pasukan Vietnam.
Hal ini menurut Vietnam sama halnya dengan memberikan
kekuatan RRC untuk secara strategis dan potensial
mengancam keamanan negaranya, sebagaimana diketahui bahwa
kehadiran pasukan Vietnam di wilayah Kampuchea adalah
dimaksudkan juga untuk membendung ancaman RRC terhadap
Vietnam.

Demikianlah penyelesaian sengketa antara Vietnam
dan Kamboja di kawasan Indocina yang diupayakan melalui
pendekatan regional, masih mengalami hambatan yang

beriarut-larut.

4.7 Pendekatan Internasional

Fembicaraan mengenai sengketa di kawasan Indocina,
baik ditingkat Bilateral maupun Regional, seperti yang di
bahas sebelu;nya belum memperlihatkan kecenderungan yang
menguntungkan semua pihak. Kondisi seperti ipi terjadi
juga dalam penyelesaian di tingkat internasdional.

Asean telah memprakarsai berlangsungnya suatu
komprensi internasional mengenai Kamboja (KIK) pada bulan
Juli Tahun 1981, sebagai usaha menyeluruh ke suatu penye-
lesaian politik di tingkat internasional, sesuai prinsip-

prinsip piagam Perssrikatan Bangsa—-Bangsa (FPEBB).




Usaha internasionalisasi kemelut Indocina ini memang
adalah suatu pendekatan yvang sangat dibutuhkan, karena
sengketa tersebut bukan hanya menjadi persocalan Bilateral
antara Vietnam dan Kamboja, ataupun masalah regional di
Asia Tenggara, namun juga adalah menjadi masalah interna-
sional. Hal 1ini dapat dilihat pada adanya interaksi
dalam skala internasional antara negara-negara besar
maupun kecil, vang difokuskan ke arena konflik. Dalam
kaitan inilah penulis merasa perlu untuk mengidentifikas—
ikan berbégai kepentingan yang dianggap berkaitan dengan
konflik terssbut. Kepentingan mana berkisar pada =
kepentingan RRC, Uni Sovyet, Amerika Serikat dan kepen-

tingan ASEAN sendiri.

1. Kepentingan RRC

RRC mempunyai kepentingan ganda di kawasan Indocina
dimana yang sangat mendesak bagi RRC adalah kekhawatiran-—
nya terhadap musuh bebuyutannya Vietnam, yang mempunyai
politik hegemoni di kawasan Indocina, serta kehadiran Uni
Sovyet vyang juga adalah musuh besarnya yang juga sampai
sekarang ini yang tetap bersskutu dan membantu Vietnam.
Dleh sebab itu pilihan terbaik bagi RRC untuk menjaga
keamanan negaranya yang berbatasan dengan Indocina
tersebut, adalah membantu semaksimal mungkin - kelompok

perlawanan Kamboja terhadap invasi dan pendudukan Vietnam




di wilayah Kamboja. Dalam hal ini invasi dan @ pendudukan
Vietnam atas wilavah kedaulatan Kamboja, Telah turut
menentukan kebijaksanaan RRC dalam bertindak untulk
mengambil bagian dalam kemelut sengketa Indocina
tersebut. Vietnampun dapat menjadi agresif dan berani
karena dorongan dan dukungan Uni Sovyet vyang memang
sengaja diperuntukkan buat RRC. (Robert A. Scalapina,

1983 : 204)

2. Kepentingan Uni Sovyet

Pada dasarnya kepentingan Uni Sovyet dalam sengketa
antarnegara di kawasan Indocina adalah tidak terlepas
dari kepentingan strategi globalnya untuk merebut penga-
ruh di berbagai kawasan dunia, termasuk dalam hal ini
kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dibuktikan dengan
ditanda tanganinya suatu perjanjian perdamaian persahaba-—-
tan dengan Vietnam pada bulan November 1978, yang
meliputi masalah logistik, data intelejens, bantuan
politik dan ekonomi, maupun peningkatan kehadiran militer
Uni Sovyet di Asia Tenggara dengan memperoleh fasglitas
yang sangat diperlukan di beberapa tempat di wilayah
Vistnam (Danang dan Cam Ranh). (Jusuf Wanandi, 1980 :
781) O0Oleh sebab itu apabila Vietnam mengadakan serangan
militer ke Kamboja, tak dapat tidak harus didukung oleh

Uni Sovyet juga sama sekali tidak menginginkan meluasnya




pengaruh RRC. Dan sebagai akibat strategi global yang
dijalankan Uni Sovyet ini, sengketa antarnegara di
kawasan Indocina akhirnya bukan lagi semata-mata mesrupa-
kan sengketa antar Vietnam dan Kamboja, akan tetapi telah
menjadi sengketa antarnsgara-negara raksasa komunis Uni

sovyet dan RRC.
3. Kepentingan Amerika Serikat

Walaupun kelihatannya Amerika Serikat tidak ingin
melibatkan diri secara langsung dalam sengketa di kawasan
Indocina, namun sikap Vietnam yang berealisasi dengan
Uni Sovyet dan terutama tindakan intervasinya ke Kamboja,
telah membuat Amerika Serikat mengambil 1langkah-langkah
pengamanan dengan penuh hati-hati. Sudah barang tentu
langkah yang diambil oleh Amerika Serikat tersebut adalah
tidak bisa dilepaskan dari strategi globalnya sebagai
suatu negara super power. Ditengah—-tengah terjadinya
krisis Indocina, Amerika Serikat justru semakin meningkat
normalisasi hubungan persahabatannya dengan RRC sebagai
kelanjutan normalisasi hubungan kedua negara bulan
Januari 1979. Hal ini tentu mengkhawatirkan Vietnam dan
sebagai akibatnya Vietnam semakin mengantungkan diri
pihak Uni Sovyet.

Suatu langkah yang pasti, vyang harus dilakukan

Amerika Serikat dalam sengketa Indocina tersebut adalah

b i
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membantu Muangthai apabila Muangthai mendapat serangan.
Perlu diingatkan kembali bahwa Muangthai adalah suatu
negara anggota ASEAN yang mempunyai kepentingan wvital
dengan sengketa Vietnam - Kamboja, yang secara tegas-
tegas menyatakan Vietnam merupakan ancaman langsung bagi
keamanannya. Untuk itulah negara Amerika Serikat mengirim
suplai senjata melalui udara, dari tanggal 4 sampai 8
Juni 1980. Hal tersebut harus dilakukan oleh Amerika
Serikat, oleh karena Amerika Serikat bersama-sama dengan
Muangthai termasuk negara-negarra penandatangan "Pakta
Manila" dimana Pakta Manila tersebut pada pokoknya memuat
dua hal sebagai berikut :
a. Apabila terjadi agresi bersenjata, masing-masing
pihak sepakat untuk bertindak mengahadpi bahaya
bersama itu sesuai dengan proses perundang—
undangannya.
b. Sebagai kewajiban kedua pihak jharus saling berkon-
sultasi jika menurut pendapat salah satu pihak
ancaman terhadap wilayah kedaulatan atau kemerde-
kaannya. (Harian Antara tanggal 20 Juni 1980)
4. Kepentingan ASEAN

Dalam wuraian terdahulu telah disinggung bahwa
sengketa WVietnam = Kamboja akan berimpilkasi terhadap
keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara, utamanya karena
adanya keterlibatan Uni Sovyet dan RRC vyang cenderung
yang cenderung memperluas konflik mereka didalamnya. Maka

me@mbiarkan berrlarut-larutnya sengketa, sama sekali tidak

akan menguntungkan ASEAN. Fada gilirannya ketiga negara




komunis vyang terlibat dalam sengketa tersebut (Vietnam,
Uni Sovyet dan RRC), adalah merupakan ancaman bagi ASEAN.

Bagi ASEAN apabika diidentifisir permasalahannya,
maka dalam jangka pendek Vietnam adalah merupakan ancaman
langsung. Bahkan sejak terjadinya invasi Vietnam terhadap
Kamboja tahun 1979, ketegangan antara Vietnam dan
Muangthai terus memuncak. Sedangkan dalam jangka panjang
ancaman ABEAN adalah RRC dan Uni Sovyet. Dleh sebab itu
ASEAN tidak akan bersifat pasif dalam sengketa di kawasan
Indocina tersebut, dan harus berperan aktif mencari
penyelesainnya seperti yang diisyaratkan dalam deklarasi
Bangkok sebagai berikut :

"eeseses. mereka (ASEAN) bermaksud untuk menjamin
stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur
tangan dari luar, dalam bentuk apapun, juga demi
pemeliharaan kepribadian nasional mereka sesuai
dengan cita-cita dan aspirasi Rakyatnya.

Usaha mencapai penyelesaian sengketa Indocina
memang telah ditempuh sampai dengan menggunakan pendeka-
tan internasional melalui forum PEBERB. Namun apabila
diamati secara teliti pada umumnya materi-materi penyesle-
sain yang muncul di forum internasional mengenai sengketa
di kawasan Indocina tersebut, +tidaklah memperlihatkan
suatu perubahan kwalitas dari materi-materi penyelesaian
yang telah pernah diupayakan dalam penyelesaian tingkat

regional. Dengan kata lain pada hakekatnya materi

penyelesaian dalam forum internasional hanya sekedar




mengukuhkan apa—-apa yaﬁg telah ditempuh dalam
penyelesaian dalam konprensi Internasional tentang
Kamboja vyang disponsori oleh PBBE pada tahun 1981.
Konprensi tersebut merumuskan pola penyelesaian masalah
Kamboja atas prinsip-prinsip sebagai berikut =

a. Penarikan mundur pasukan asing dari wilayah
kedaulatan Kamboja.

b. Femberian kesempatan kepada rakyat Kamboja untuk
menentukan nasibnya sendiri melalui pemilihan umum
yang dijamin kebebasannya.

c. Pemberian jaminan keamanan kepada negara-negara di
sekitar wilayah ini.

Pola tersebut pada dasarnya sama saja dengan pola
yang ditawarkan di tingkat Regional, sehingga tingkat

efektifitasnyapun memperlihatkan kecenderungan yang

sama. Satu-satunya yang dapat diharapkan dari
resolusi-resolusi di forum internasional hanyalah
kekuatan moral {moral farce), oleh karena itu

bagaimanapun juga aspirasi interpnasional masih mempunyai
kemampuan—kemampuan tertentu. Namun apalah artinya suatu
kekuatan moral apabila persocalannya telah diperhadapkan
kepada berbagai kepentingan dari setiap negara vyang
tumpang tindih seperti yang telah diuraikan di atas.
Taraf efektifitas dari pada semua pendekatan dalam penye-

lesaian sengketa antarnegara di kawasan Indocina




setidak-tidaknya dapat dilihat pada : Fertama, penggunaan
intervensi dan pendudukan militer sebagai alat untuk
menyelesaikan sengketa, dimana hal ini hal ini secara
nyata-nyata bertentangan dengan hukum internasional serta
dapat menciptakan suatu preseden yang berbahaya di masa
yang akan datang. Kedua, hak rakyat untuk menentukan
nasibnya sendiri sebagai manifestasi dari kemerdekaan dan
kedaulatan suatu negara telah diabaikan, pada hal hukum
Internasional sangat menjunjung tinggi hal-hal semacam
itu, dan oleh karenanva merupakan suatu sumber ketidak
stabilan di kawasan ini.

Dua point vyang tersebut terakhir ini adalah
marupakan dimensi-dimensi dari pada hukum internasional
vang tidak mempunyai nilai lagi dalam pusaran kemelut

\sengketa antarnegara yang terjadi di kawasan Indocina.
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BAE V

PENUTUP

Setelah menguraikan keseluruhan masalah dalam
sripsi ini maka pada bagian penutup ini akan dikemukakan
beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan pencerminan
dari pokok-pokok pikiran penulis, begitu pulah pada
bagian ini akan dikemukakan Bbeberapan saran sebagai
alternatif pemecahan masalahnya.

S.1. Kesimpulan

Oleh karena sengketa antarnsgara adalah merupakan
suatu  kenyataan obyektif yang setiap saat dapat muncul
maka usaha-usaha penyelesaiannya sydah harus 1ebih
efektif untuk dapat mengatasinya. Adarya kecenderungan
khusus dalam dinamika internasional dewasa ini, dimana
penggunaan kekerasan senantiasa mewarnai usaha-usaha
penyelesaian sengketa, mengharuskan perlunya memper—
tanyakan kembali sistem penyanggah yang ada. Hal ini
menjadi penting oleh karena sengketa-sengketa yang
muncul, khususnya dalam kurun ‘waktu setengah abad
terakhir ini memperlihatkan indikasi bahwa sengketa vyang
timbul itu bukanlah merupakan fenomena otonom, akan
tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal
dari negara-negara yang bersengketa.

Selain efektifitas penyelesaian sengketa

antarnegara adalah sangat tergantung kepada pandangan-
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pandangan sufyektif suatu negara. Dalam hal ini sejauh
mana suatu sengketa antarnegara dapat diselesaikan dengan
pendekatan—pendekatan damai, adalah sangat
tergantung dari adanya kemauan politik {(political well)
dari negara-negara vang berzengketa berdasarkan
kedaulatan yang dimilikinya.

Inisiatif penyelesaian antarnegara yang mutlak
berada pada pihak-pihak yang bersengketa, kemudian
tumpang tindih dengan sistim internasional yang mengalami
dis—-organisasi. Hal ipi menyebabkan setiap negara yang
bersengketa cenderung menempuh jalan sendiri-sendiri dan
mengabaikan mekanisme kontrol di tingkat internasional.

Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PER)
segala keputusan majelis umum menyangkut penvelesaian
sengketa antarneéara, atau pemeliharaan perdamaian dan
keamanan internasional, hanyalah bersifat rekomendasi hal
mana sama sSekali tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk
dipaksakan kepada pihak—-pihak vang terlibat dalam
sengketa.

Hal vyang paling mendasar dalam usaha penyelesaian
sengketa antarnegara dewasa ini adalah adanya
kecenderungan keterlibatan negara-negara besar yang dalam
rangka strategi globalnya berusaha semaksimal mungkin
untuk berperan aktif di dalamnya, ini disebabkan aleh

karena keinginan untuk memperluas pengaruh di berbagai
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kawasan melalui penguasaan dibidang politik, ekonomi,
idiologi yang ditopang oleh kemampuan militernya. Dalam
rangka ini pulalah kekuatan—kekuatan nasional dibangun,
yang pada gilirannya membawa dunia kepada suatu
perlombaan senjata dengan biaya yang tak tanggung-

tanggung.

Masalah 1lain yang cukup penting dalam k;seluruhan
mekanisme penyele=zaian sengketa antarnegara ini adalah
menyangkut sifat dari konflik. Dalam kebiasaan—kebisaan
internasional dikenal adanya sengketa yang mempunyai
sifat umum. Penyelesaiannya-pun dilakukan sesuai dengan
spesialisasi vang ada. Namun pembagian ini menjadi kabur,
ketika  tidak hanya banyak sekali kasus—-kasus sengketa
yang sebetulnya merupakan sengketa hukum tetapi
penyelesaiannya dilakukan secara palitis, sehingga
menimbulkan kesan bahwa pemisahan ini tidak  begitu
esensil.

Akhirnya dapat dikemukakan pula bahwa suasana
interdependensi telah menjadi modal tersendiri dalam pola
pergaulan antarnegara dewasa ini. Kecenderungan yang ada
menunjukkan bahwa suatu negara agaknya tidak dapat lagi
melepaskan dirinya dari pengaruh yang ditimbulkan oleh
kejadian—kejadian di belahan dunia yang lain. Hal ini
dapat menyebabkan persocalan domestik suatu negara bisa

saja dipéngaruhi oleh kehijaksanaan yang diambil di
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suatu negara yang lain sehingga sangat potensil untuk
melahirkan krisis konflik. Kondisi seperti inilah yang
antara lain mengisyaratkan keharusan mencari langkah-
langkah strategis sebagai upaya mengantisipasi berbagai
kemungkinan bentrokan kepentingan antarnegara yang tidak
pernah habis-habisnya, yang pada gilirannya tiada lain
bermuara kepada timbulnya persengketaan antarnegara

secara terbuka.

D.2. Saran—saran

Terasa sangat diperlukan reorientasi sistem
kelembagaan internasional vang memantau masalah-masalah
keamanan dan ‘perdamaian sarta masalah—-masalah
persengketaan antarnegara. Rearientasi ini harus
meliputi pengkajian kembali terhadap apa vyang diduga
sebagai penyebab kelemahan—-kelemahan yang ada sekaligus
berupaya wuntuk mencari dan menemukan suatu pendekatan
yang lebih mampu meniangkau berbagai kepentingan.
Sasarannya adalah terutama menyangkut struktur,
konsepsi serta mekanisme penyelenggaraannya.

Redefinisi dan standardisasi kriteria-kriteria yang
dianggap sebagai sumber sengketa. Langkah ini dapat
membantu mencegah terjadinya suatu sengketa, oleh karena
dengan cara ini akan dapat ditemukan suatu pengertian
yang konkrit serta pandangan yang sama mengenai situasi

yang mengarah pada suatu sengketa internasional. Dan
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dengan demikian setidak-tidaknya dapat mendorong untuk
membuat perencanaan—-perencanaan pengaturan.

Terasa sangat mendesak perlunya pemupukan dan
penumbuhan serta fungsionalisasi "hukum internasional
regional” éan "hukum internasional khusus". Cara ini akan
mampu mengisi kevakuman (kalau tidak bisa dikatakan
kemandulan) hukum internasianal umum yang selama ini
eksistensinya sering dipertanyakan. Cara ini juga akan
mampu menopang perwujiudan kerjasama di dalam dan  antar
kawasan (regional) dalam ranoka mengantisipasi berbagai
kepentingan di dalam dan antar kawasan yang tidak dapat
dijangkau oleh wmenkanisme interrnasional, sekaligus
dsangat efektif untuk memnetralisir persaingan negara-
negara %uper power (yang memang sudah ada dalam kKawasan)
yang nampaknya bukan lagi mengatasi perrtikaian akan
tetapi selalu menciptakan sengketa baru.

Fenghormatan dan penghargaan terhadap kedaulatan
dan kemerdekaan negara lain, berarti pula menghormati
kedaulatan dan kemerdekaan sendiri. Oleh sebab itu cara
ini sangat terpuji. dan merupakan modal utama untuk
mencegah terjadinya sengketa. Sikap pozitif seperti ini
harus terpelihara, oleh karena pengimplementasinya sama
sekali tidak akan mengurangi apalagi merugikan
kepentingan negara sendiri. Justru dengan sikap

menghormati dan  memghargai kemerdekaan dan kedaulatan
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negara lain itulah suatu negara telah menyumbangkan
sesuatu yang sangat berharga bagi keamanan dan perdamaian
internasional.

Khususnya kepada negara-negara super power kiranya
sangat diperlukan adanys kemauan politik (political well)
untuk mengalihkan sebahagian kepentingannya ke 'sektnr
kemanusian, ketimbang kepentingan palitik dan perlombaan
senjata yang te=lah merembet kenegara-negara dunia ketiga.
Oleh karena hal ini bukanghanya sekedar menelan biaya
ratusan milyar pertahunnya akan tetapi akibatnya vang
akan ditimbulkannya adalah merupakan ancaman yang sangat
mengerikan bagi kghidupan umat manusia. Kalau saja semua
biaya pembelian senjata  tersebut dipergunakan untuk
menyokang program dari "The New Internasional Economic
Order" dan hal itu membuahkan hasil-hasil pembangunan di
negara-nagara dunia ketiga maka tentu cita-cita keamanan
dan perdamaian internasional semakin mendekati kenyataan.

Demikian pula disa;ankan bahwa kalau suatu
pEmbangunan kekuatan fieik terpaksa haru menempati
prioritas-prioritas vang harus ditempuh gleh suatu negara
maka hal itu harus senantiasa berada pada suatu mekanisme
kontrol, vyang dapat menjamin ketentraman negara lain.
Pengalaman sejarah membuktikan bahwa mana kala suatu
negara dengan gigih membangun kekuatannya maka negara-
negara lain, terutama negara—negara tetangga akan merasa
terancam. Dari sinilah berawal munculnya‘iklim kecurigaan

yvang kemudian melahirkan citra konfrontasi.




PETA BUNI SENGKETA DAN PERANG BERDARAH

diambil dari Harian Kompas, April 1984,
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